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MOTTO 

 

شَرْعا   الأصل وهو الغالب وهو الأفضل هو الزوجة وحدة نظام إن   

[ ٩/٦٦٧٠ للزحيلي، وأدلته الإسلامي الفقه الزحيلي، وهبة ] 
“Monogami adalah sistem perkawinan paling utama. Sistem 

monogami ini lazim dan asal/atau pokok dalam syara’(Syekh 

Wahbah Az-Zuhayli, dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa 

Adillatuh)” 
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ABSTRAK 

Poligami banyak terjadi dikalangan masyarakat yang tidak lagi 

mengarah pada kemaslahatan. Permohonan izin poligami 

mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat alternatif 

dan syarat kumulatif, permohonan izin poligami dengan alasan 

membantu calon istri tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang yang digunakan sebagai alasan pengajuan izin poligami 

yang disebut sebagai syarat alternatif yaitu pada pasal 4 ayat 2 

undang-undang perkawinan tahun 1974. Permohonan izin 

poligami ini dengan alasan membantu tidak sesuai undang-undang 

dikabulkan permohonannya pada putusan Nomor 

1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.   

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 

analisis yang berusaha menggambarkan obyek atau subyek yang 

diteliti secara mendalam dengan menggunakan pendekatan yuridis 

normatif yakni penelitian yang berupaya mencari asas-asas hukum 

dalam perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan dan 

teori-teori hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode dokumentasi, analisis data dan wawancara. Sumber 

data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan 

Agama Gresik Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.  

pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut 

didasarkan pada Qs.An-Nissa: 3 dan hanya pada syarat kumulatif 

saja pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 

serta asas kebebasan hakim dengan begitu keputusan pengadilan 

bersifat mutlak. Putusan hakim dilihat dari segi maqasid syariah. 

Hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan qawaid 

fiqhiyyah, meskipun terdapat tujuan untuk kemaslahatan namun 

alasan yang diajukan sudah jelas tidak sesuai dengan unsur yang 

ada dalam undang-undang sebagai syarat alternatif dan membantu 

seseorang dapat dilakukan dengan alternatif lain tidak hanya  

dengan solusi poligami.  
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Assalam’ualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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kekuatan yang luar biasa bagi penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Analisis Izin Poligami 

dengan Alasan Ingin Membantu Calon Istri ” . Shalawat serta 

salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi 

Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya yang telah 

membawa cahaya berkembang hingga saat ini.  

Poligami merupakan fenomena yang sering terjadi 

dikalangan masyarakat. Pelaksanaan poligami seringkali disalah 

gunakan sebagai alat penyelesaian problematika dalam  rumah 

tangga. Dalam penelitian ini membahas mengenai izin poligami 

dengan alasan ingin membantu calon istri. Pengajuan izin poligami 

ini dikabulkan dengan pertimbangan hukum yang  ada pada 

putusan Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. Pertimbangan hukumnya 

hakim menyatakan bahwa dikabulkannya syarat alternatif dan 

kumulatif terpenuhi, tetapi dalam syarat alternatif istri pertama 

tidak ada unsur yang ada dalam syarat alternatif itu. Alasan yang 

dijadikan dalam pengajuan izin poligami juga tidak sesuai dalam  

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang telah disebutkan adanya tiga alasan yang dapat 

dijadikan sebagai alasan bagi seorang suami untuk mengajukan 

permohonan berpoligami.  

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini 

bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Dukungan moril dan 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Perkawinan adalah persatuan yang sah antara dua orang 

yang diakui sah apabila dilakukan menurut hukum negara dan 

kepercayaan. Menurut Islam pernikahan yang dilakukan atas 

dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan pada ketentuan 

hukum yang diwajibkan itu juga menandakan ibadah kepada 

Allah dan Sunnah Nabi. Pengertian perkawinan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. Dalam Pasal 1 Undang-

Undang Perkawinan Tahun 1974, “Pengertian perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. 1  

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia. 2 Dalam islam dikenal juga 

dengan konsep Samara (Sakinah mawaddah dan warahmah). 

Sehingga dapat disimpulkan  tujuan perkawinan adalah 

menciptakan kebahagiaan serta kesejahteraan bersama.  

 
1Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 
2Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, pertama. (jakarta: Prenada 

Media Group, 2003). Hal 22. 
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De iwasa ini salah satu beintuk peirkawinan yang seiring 

dipeirbincangkan dalam masyarakat adalah poligami. Se ilain 

poligami dikeinal juga poliandri yaitu apabila istri yang 

meimpunyai beibe irapa suami dalam waktu yang beirsamaan akan 

teitapi jika dibandingkan de ingan poligami, beintuk poliandri 

tidak banyak dipraktikkan. Ke iteintuan poligami di Indoneisia 

dipeirboleihkan deingan syarat dan keiteintuan yang seisuai deingan 

hukum islam dan peirundang-undangan di Indoneisia.  

Pe ilaksanaan poligami di Indoneisia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Teintang Peirkawinan, 

dipeirboleihkannya poligami harus meilalui proseidur yang seisuai 

baik administrasi atau yang lainnya. Adanya keiboleihan 

be irpoligami deingan pasal-pasal yang meimboleihkan 

meinunjukan bahwa asas peirkawinan yang dianut oleih Undang-

Undang Peirkawinan seibe inarnya bukan asas monogami mutlak 

meilainkan diseibut deingan asas monogami teirbuka. 3 Dalam 

Pasal 4 ayat (42) Undang-Undang No. I Tahun 1974 teintang 

Pe irkawinan teilah diseibutkan adanya tiga alasan yang dapat 

dijadikan seibagai alasan bagi seiorang suami untuk beirpoligami 

yaitu : 

a. Pe irtama, istri tidak dapat meinjalankan 

ke iwajibannya seibagai isteiri.  

 
3 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (medan: medan: 

Zahir Trading Co Medan, 1975), 25-26. 
4 Undang-Undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 
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b. Ke idua isteiri meindapat cacat badan atau peinyakit 

yang tidak bisa diseimbuhkan.  

c. Ke itiga, isteiri tidak dapat me ilahirkan keiturunan.  

Syarat diatas diseibut seibagai syarat alteirnatif. Seilain itu 

juga ada syarat kumulatif, se ibagaimana teirtuang dalam pasal 5 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Peirkawinan Tahun 1974, 

yaitu:  

a. Adanya peirseitujuan dari istri/istri-istri. 

b. Adanya keipastian bahwa suami mampu meinjamin 

ke ipeirluan hidup istri dan anak-anak meireika.  

c. Adanya jaminan bahwa suami akan beirlaku adil 

teirhadap istri dan anak-anak meireika.5 

Kasus peirmohonan izin poligami di Peingadilan Agama 

Greisik deingan nomor peirkara 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.6 pada 

isi putusan teirseibut hakim seibagai pihak yang beirweinang 

meimpunyai peirtimbang dalam meimutuskan peirkara pe imohon 

yang sudah beirumur 50 tahun dan teilah dikaruniai 2 orang anak 

de ingan gaji 6.000.000,- (einam juta rupiah) peirbulan de ingan 

meimpeirhatikan kondisi umur seirta eikonomi, alasan-alasan 

yang digunakan tidak seisuai de ingan undang-undang yang diatur  

dalam keiteintuan  Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. I Tahun 

1974 teintang Peirkawinan.7  

 
5 Undang-Undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 
6 Direktori Putusan Pengadilan Agama Gresik. 
7 ibid 
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Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diseibutkan 

dalam buku I Teintang Hukum Peirkawinan, Bab IX beiristri leibih 

dari satu orang pasal 57 yaitu: 

a. istri tidak dapat meinjalankan keiwajiban seibagai 

istri. 

b. Istri meindapat cacat badan atau peinyakit yang tidak 

dapat diseimbuhkan. 

c. Istri tidak dapat meilahirkan keiturunan 

Adapun peineitapan putusan dalam kasus teirseibut hakim 

meingabulkan peirmohonan izin poligami deingan dasar 

pe irtimbangan hukumnya yang teirmuat dalam putusan. Namun, 

dalam reialitas keiadaan rumah tangga peimohon dan teirmohon 

tidak ada peirseilisihan, istri juga tidak cacat, atau tidak 

meimeinuhi keiwajiban seibagai istri seipe irti yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Teintang Peirkawinan 

pasal 4 ayat 2. Seibab masih banyak alteirnatif lain untuk 

meimbantu calon istri ke idua yang meingalami trauma 

pe irkawinan bukan hanya de ingan meinikahinya namun dapat 

juga meincarikan calon untuknya atau deingan cara lain. 

Poligami hanya dapat dilakukan seibagai jalan teirakhir 

seiandainya sudah tidak ada cara lain yang leibih baik.  

Te irdapat hal yang meinariik untuk dii analiisiis dalam 

ke iputusan iini i adalah dasar hukum hakiim dalam peingambiilan 

ke iputusan meingabulkan iiziin poliigamii. Pada priinsiipnya hakiim 

meimpunyaii tujuan dalam ke imaslahatan namun, alasan-alasan 

yang diijadiikan dalam peingajuan iiziin poliigamii dii atas bukan 
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satu-satunya alteirnatiif pe inyeileisaiiannya adalah poliigamii. 

Se ibagaiimana diijeilaskan alasannya adalah iingiin me imbantu 

calon iistrii yang meingalamii trauma peirkawiinan.  

Meingamatii alasan teirseibut meimbantu biisa diilakukan 

dalam beirbagaii be intuk cara, se isuaii de ingan konteiksnya. Namun, 

konteiks dalam poliigamii se indiirii meirupakan peirsoalan rumah 

tangga, yang mana diikeimas dalam beintuk peirkawiinan. 

Meimbantu seisama yang meimbutuhkan adalah beintuk darii 

ke ipeiduliian. Beintuk keipe iduliian iitu beirbagaii macam beintuknya, 

meimbantu dalam peinyeimbuhan trauma peirkawiinan bukan 

alteirnatiif satu-satunya deingan poliigamii. Kareina trauma adalah 

suatu reispon psiikologiis se iseiorang teirhadap suatu pe iriistiiwa 

traumatiis yang meingganggu dan meinyuliitkan yang tiidak dapat 

diiatasii oleih seiseiorang dan keimudiian meinyeibabkan pe irasaan 

tiidak beirdaya. Seidangkan trauma peirkawiinan adalah trauma 

yang diiseibabkan kareina keijadiian yang meingganggu psiikologiis 

seiseiorang pada saat meinjaliin rumah tangga.  Trauma biisa 

diiseibut gangguan pada meintal seise iorang, hal iinii trauma 

pe irkawiinan tiidak dapat diise imbuhkan seicara langsung deingan 

diilakukannya peirkawiinan lagii seiteilahnya atau poliigamii. 

Se ihiingga peinyeimbuhan trauma peirkawiinan masiih ada 

alteirnatiif laiin seilaiin de ingan beintuk poliigamii. Te irjadiinya 

pe irmohonan iini i juga dapat diiliihat darii mudahnya peingabulan 

iizi in poliigamii de ingan alasan-alasan yang tiidak meindeisak atau 

tiidak seisuaii deingan keiteintuan peirundang-undangan. Se ihiingga 

mayoriitas akan seimakiin meinganggap leigaliitas poliigamii 

mampu seibagaii solusii dalam probleimatiika rumah tangga.  
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Pe irsoalan teintang poliigamii meinuaii ke ibeiragaman 

pe indapat, baiik darii sudut pandang hukum Iislam maupun hukum 

posiitiif. Pro dan kontra meingeinaii poliigamii juga meinye iliimutii 

pe irkeimbangan saat iinii, apalagii muncul kasus bahwa  poliigamii 

de ingan deingan tujuan meimbantu calon iistrii meinjadii alasan 

dalam peingajuan iiziin poliigamii.  Iinii sangat meinariik untuk 

pe inuliis bahas bahwa bagaiimana peirtiimbangan hukum hakiim 

dalam meimutuskan peirkara deingan nomor putusan putusan 

1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. seirta bagaiimana tiinjauan hukum 

teintang peirsoalan teirseibut.  

B. Rumusan Masalah 

Be irdasarkan latar beilakang masalah yang teilah 

diikeimukakan seibe ilumnya, maka yang meinjadii peirmasalahan 

yang akan diibahas oleih peine iliitii adalah: 

1. Bagaiimana analiisiis putusan Nomor 

1430/Pdt.G/2022/PA.Gs  dii Pe ingadiilan Agama 

Greisi ik?  

2. Bagaiimana analiisiis hukum teirhadap iiziin poliigami i 

de ingan alasan iingiin meimbantu calon iistrii pada putusan 

Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs  dii Peingadiilan 

Agama Greisiik?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk meinge itahuii bagaiimana analiisiis putusan Nomor 

1430/Pdt.G/2022/PA.Gs  di i Peingadiilan Agama 

Greisi ik. 



7 
 

 
 

2. Untuk meine igtahuii bagaiimana analiisiis hukum teirhadap 

iizi in poliigamii de ingan alasan iingiin meimbantu calon iistrii 

pada putusan Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs  dii 

Pe ingadiilan Agama Greisiik. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tiinjauan Pustaka iinii pe inuliis meindeiskriipsiikan beibe irapa 

pe ineiliitiian yang teilah diilakukan teirdahulu, reileivansiinya de ingan 

judul iinii yaiitu :  

Paramiita Seikar Putrii (2010) dalam skriipsiinya yang 

meimbahas teintang "Trauma Iistrii Seibagaii Alasan poliigami i 

(Analiisiis Putusan Nomor 476/Put.G/2008/PA. Ciikarang)”. 

Paramiita Seikar Putrii meinjeilaskan majeiliis hakiim meingqiiyaskan 

trauma sama seipeirtii cacat badan diimana baiik trauma maupun 

cacat badan. Trauma bukanlah peinyakiit yang tiidak dapat 

diiseimbuhkan. Kareina seibe inarnya trauma dapat diise imbuhkan 

hanya saja meimbutuhkan waktu yang tiidak dapat diipeirkiirakan. 

pe inuliis meinjeilaskan iinstansii-i instansii teirkaiit dapat 

meinsosiialiisasiikan aturan poliigamii de ingan beinar agar 

masyarakat seiyogyanya leibiih meimahamii dampak posiitiif dan 

ne igatiif darii poliigamii seirta peirlu diilakukan viia khotiib baiik 

meilaluii ce iramah atau yang laiinnya. 8 Pe irbeidaan deingan skriipsii 

pe inuliis adalah peinuliis meimbahas alasan meimbantu calon iistrii 

yang meingalamii trauma, de ingan analiisiis peirtiimbangan hukum 

 
8 Putri Sekar Pramita, Trauma Istri Sebagai Alasan poligami (Analisa 

Putusan No mer :4 76/Put. G/2008/PA. Cikarang), Skripsi, Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. 
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seirta analiisi is pada putusan yang beirbeida dan peirbeidaan putusan 

yang diikajii. 

Pe ineiliitiian yang diilakukan oleih M Nurun Neihru (2018) 

yang beirjudul “Alasan dalam Peingajuan Iiziin poliigamii (Analiisiis 

Putusan Peingadiilan Agama Kabupatein Malang Darii Tahun 

2010- 2014 Diitiinjau Darii Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

dan Kompiilasii Hukum Iislam)”. Dalam skriipsiinya M Nurun 

Ne ihru meinjeilaskan  majeiliis hakiim meingabulkan peirmohonan 

pe imohon deingan alasan iingiin meinolong calon iistrii, Hakiim juga 

meinganut ajaran hukum be ibas (freiiire ichtsleihrei) yang mana 

meimbeiriikan keipada hakiim ke iheindak beibas dalam peingambiilan 

ke iputusan. Hakiim dapat me injatuhkan putusannya tanpa harus 

teiriikat deingan undang-undang. Dan beirpeindapat seiharusnya 

juga Hakiim leibiih eikstra be irhatii-hatii dalam meimbeiriikan iizi in 

pe irmohonan poliigamii, kareina diikhawatiirkan alasan yang 

diibuat Peimohon bukanlah hal yang beinar-be inar keibutuhan 

pokok dan diikhawatiirkan akan meini imbulkan  keike iceiwaan 

Te irmohon yang mana dalam hal iinii se ibagaii i istrii Pe imohon. 9 

Pe irbeidaan deingan skriipsii pe inuliis adalah peirbeidaan darii 

putusan yang diianaliisiis yang mana peinuliis hanya meine iliitii satu 

putusan deingan fokus analiisiis yang beirbeida yaiitu peirtiimbangan 

hakiim dalam putusan dan analiisiis putusan  seirta pe irbeidaan 

teimpat yang diikajii.  

 
9 Nehru M. Harun, “Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis 

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010- 2014 Ditinjau 

Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi,  

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. 
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Ahmad Zaiinal Ariifiin (2021) “Analiisiis Hukum  Iislam 

Te irhadap Peimbeiriian Iiziin Poliigamii de ingan Alasan Meimbantu 

Calon Iistrii Tuna Rungu (Analiisiis Putusan 

(NO.0057/pdt.G/2019/PA.MN)”. Ahmad Zaiinal Ariifiin dalam 

skriipsiinya meinjeilaskan, dalam meimahamii suatu hukum 

Majeiliis Hakiim peirlu meingkajii se icara meindalam apa yang 

meinjadii substansii darii hukum teirseibut, dalam hal iinii adalah 

poliigamii. Se ihiingga meindapatkan peimahaman yang utuh 

teirhadap suatu hukum, dan dapat meinjadii solusii darii masalah-

masalah yang muncul. peirkara teirseibut diitiinjau meinggunakan 

teiorii kaiidah fiiqiih keiputusan yang diiambiil hakiim sudah teipat 

dan seisuaii deingan hukum Iislam seilaiin i itu de ingan 

diikabulkannya peirmohonan teirseibut akan meindatangkan 

maslahat dan meinolak mafsadah, seilaiin meimbantu calon iistrii 

ke idua tuna rungu juga me irupakan tujuan darii Maqāsiid al 

Shar`īyah yaknii meindatangkan keimanfaatan dan keise ijahteiraan. 

Pe imohon dapat meinjaga jiiwa, akal dan keiturunan seirta 

teirhiindar darii peirbuatan ziina. 10 Pe irbeidaan deingan skriipsi i 

pe inuliis adalah seigi i alasan yang diikajii, focus analiisiis yang 

be irbeida  seirta putusan dan te impat yang diikajii beirbeida.  

Pe ineiliitiian yang diilakukan oleih Biisrii Mustofa (2012)  

yang beirjudul “Tiinjauan Hukum Iislam Teirhadap Pe inolakan 

Iizi in Poliigamii deingan Alasan Iistrii tiidak Meingiingiinkan Punya 

Anak Lagii ( Studii Teirhadap Putusan   NO.894/PDT.G/2009/PA 

 
10 Arifin Ahmad Zaenal, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian 

Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu (Analisis 

Putusan (NO.0057/Pdt.G/2019/PA.MN)”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2021. 
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SMN)”. Dalam skriipsiinya meinjeilaskan fakta bahwa te irmohon 

dalam keiadaan baiik-baiik saja atau seihat tiidak meindapatkan 

pe inyakiit yang tiidak dapat diiseimbuhkan dan juga tiidak 

meindapatkan peirseitujuan darii anak tunggal calon iisteirii ke idua. 

Jadii peirmohonan untuk be irpoliigamii beirteintangan deingan 

Undang-undang dan hukum Iislam. Seilaiin iitu hakiim juga 

meimpeirtiimbangkan, jiika tiidak diitolak peirmohonan teirseibut 

diikhawatiirkan akan meiniimbulkan keimudharatan. Pe inyusun 

be irpeindapat, bahwa putusan yang diiambiil sudah teipat kareina 

sudah seisuaii deingan kaiidah fiiqhiiyah, yaiitu meinceigah 

ke irusakan leibiih di iutamakan dariipada meindahulukan 

ke imaslahatan. 11 Pe irbeidaan de ingan skriipsii pe inuliis yaiitu darii 

seigi i focus analiisiis yang beirbe ida  seirta putusan dan teimpat yang 

diikajii be irbeida. Deingan pe irmasalahan yang beirbeida bahwa 

objeik kajiian peinuliis adalah putusan yang diikabulkan 

pe irmohonannya. 

Be irbagaii liite iratur yang teilah diikeimukakan dii atas, maka 

dapat diisiimpulkan bahwa pe ineiliitiian dalam kajiian skriipsii iini i 

be irbeida deingan karya iilmiiah dii atas. Peine iliitiian iinii 

meimfokuskan pada kajiian analiisiis peirtiimbangan hukum dalam 

putusan iiziin poliigamii deingan alasan meimbantu calon iistrii, seirta 

analiisiis putusan  Peingadiilan Agama Greisiik Nomor 

1430/Pdt.G/2022/PA.Gs.  

E. Metodologi Penelitian 

 
11 Mustofa Bisri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin 

Poligami Dengan Alasan Istri Tidak Menginginkan Punya Anak Lagi ( Studi 

Terhadap Putusan NO.894/PDT.G/2009/PA SMN)”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2012. 
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Meitodei pe ineiliitiian adalah suatu cara beirtiindak meinurut 

siisteim atau tatanan yang be irtujuan agar beirtiindak praktiis 

teirlaksana seicara rasiional dan teirarah seihiingga dapat meincapaii 

hasiil yang maksiimal dan optiimal. 12 pe ineiliitiian meirupakan suatu 

usaha peincariian fakta-fakta seicara jujur, meindalam, dan 

iinteiliije in untuk meincapaii fakta-fakta yang beirartii iimpliikasii-

iimpliikasii yang teirhubung de ingan probleim teirteintu. 13 Se itiiap 

pe inuliis dalam meilakukan peine iliitiian seilalu meinggunakan 

meitodei. Hal iini i teirjadii kare ina meitodei meirupakan arah dalam 

proseis peineiliitiian, seihi ingga dalam meilakukan analiisiis data yang 

sudah ada dapat diilaksanakan seisuaii deingan konseip dan arah 

pe ineiliitiian. deingan iinii meitodei peine iliitiian dapat diirumuskan 

seibagaii beiriikut:  

1. Jeini is peineiliitiian  

Jeini is peine iliitiian yang diigunakan dalam peinuliisan 

skriipsii i inii adalah peineiliitiian jeini is peine iliitiian deiskriiptiif 

analiisiis. dalam hal iinii pe ineiliitiian yang akan peinuliis lakukan 

be irdasarkan analiisiis putusan teintang iiziin poliigamii yang 

ada dii Pe ingadiilan Agama Greisi ik.   

Se idangkan dalam peine iliitiian iinii meinggunakan 

pe indeikatan yuriidi is normatiif. Peine iliitiian yang beirupaya 

meincarii asas-asas hukum dalam peirundang-undangan, 

 
12 Anton Beker, Anton Beker, Metode-Metode Penelitian Filsafat 

(jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10. 
13 Dr. Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif : Aplikasi Untuk 

Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi Dan Manajemen, Sosial, Humaniora,  

cetakan pertama, (jakarta: Gaung Persada, 2009), 8. 
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ke iputusan-keiputusan peingadiilan dan teiorii-te iorii hukum, 

seirta peindapat-peindapat para sarjana hukum. Strateigi i 

(peindeikatan masalah) yang peintiing dalam analiisiis 

meinguraii pe iriistiiwa meilaluii produk peiriilaku (undang-

undang) dalam peirmasalahan yang teirjadii di i Masyarakat. 
14 Yai itu deingan meindeikatii masalah yang diiteiliiti i 

be irdasarkan undang-undang yang beirlaku dan juga asas-

asas hukum dalam peingambiilan keiputusan dii peingadiilan. 

De ingan masalah yang diimaksud adalah peirmasalahan iiziin 

poliigamii deingan alasan meimbantu calon iistrii. 

2. Sumbeir data  

Pe ineiliitiian yang diipi iliih adalah peine iliitiian normatiif 

seihi ingga jeiniis data dalam peinuliisan iinii meinggunakan 

sumbeir data seikundeir. Data seikundeir dalam peine iliitiian iini i 

diipe iroleih darii bahan-bahan hukum beirupa liiteiratur, 

pe iraturan peirundang-undangan yang beirkaiitan deingan 

pe ineiliitiian iinii. Data seikundeir teirseibut dapat meiliiputii bahan 

hukum priimeir, bahan hukum seikundeir dan bahan hukum 

teirsiie ir. 15 

a. Bahan hukum priimeir adalah bahan-bahan hukum 

yang meimpunyaii ke ikuatan meingiikat seicara yuriidi is. 

Bahan hukum priimeir dalam peineiliitiian iinii adalah 

Putusan Peingadiilan Agama Greisi ik Nomor 

1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. te intang peirmohonan iiziin 

 
14 Ibid. 
15 Galang Taufani dan Suteki, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, 

Teori Dan Praktik), (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 216. 
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poliigamii yang data teirseibut diipe iroleih langsung dari i 

Di ireiktorii Putusan Mahkamah Agung. 

b. Bahan Hukum Seikundeir, adapun bahan hukum 

seikundeir (seicondary reisourcei) meirupakan bahan-

bahan yang seirta kaiitannya deingan bahan hukum 

priimeir seirta beirfungsii meinjeilaskan meingeinaii bahan 

hukum priimeir. Dalam peine iliitiian iinii diigunakan bahan 

hukum seikundeir be irupa liite iratur, buku-buku yang 

meimbahas seicara khusus teintang poliigamii, seirta 

jurnal atau karya iilmiiah yang beirkaiitan deingan 

pe ineiliitiian.  

c. Bahan Hukum Teirsiie ir  

Be irupa kompleimeinteir yang meimbeiriikan 

pe itunjuk maupun peinjeilasan teirhadap bahan hukum 

priimeir dan seikundeir. Miisalnya kamus hukum, 

e insiiklopeidi ia dan laiin-laiin.  

Sumbeir data sangat peintiing dalam peineiliitiian, 

Pe ineiliitii meimiiliiki i sumbeir data yang jeilas dalam 

meine imukan masalah yang diijadiikan objeik peine iliitiian 

dapat meinghasiilkan peine iliitiian yang teipat. 16 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Te ikniik pe ingumpulan yang di igunakan peinuliis pada 

pe ineiliitiian kalii iini i yaiitu seibagaii beiriikut : 

a. Obseirvasii  

 
16 Dr. iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif : Aplikasi Untuk 

Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi Dan Manajemen, Sosial, Humaniora, 

83. 
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Obseirvasii adalah deingan cara meiliibatkan 

pe inuliis langsung kei  Peingadiilan Agama Greisiik. 

Ke igiiatan obseirvasii (Obseirvatiion) dapat meiliiputii 

pe ingamatan , peincatatan seicara siisteimatiis teirhadap 

ke ijadiian-ke ijadiian, peiriilaku, obyeik-obye ik yang 

diiliihat dan hal-hal laiin yang diipeirlukan dalam 

meindukung peine iliitiian yang seidang diilakukan. 17 

b. Dokumeintasii  

Dokumeintasii adalah deingan meine iliitii be irkas 

putusan peirmohonan iiziin poliigamii de ingan alasan 

trauma peirkawiinan. 

c. Analiisiis data  

Analiisiis data adalah proseis peingolahan data 

pola, kateigorii dan satuan uraiian dasar. Seihiingga 

dapat dii te imukan teima dan dapat diirumuskan 

hiipoteisiis yang diisarankan oleih data.  

d. Wawancara  

Wawancara meirupakan teikniik untuk 

meimpeiroleih dara yang meimadaii seibagaii  cross ceiks, 

seisuaii deingan kondiisii dan siituasii subjeik yang 

teirliibat dalam iinteiraksii sosiial yang diianggap 

meimiiliikii peingeitahuan, meindalamii siituasii dan 

meingeitahuii iinformasii untuk meiwakiilii i informasii 

atau data yang diibutuhkan untuk meinjawab fokus 

pe ineiliitiian. 18 

 
17 Ibid. 

18 Ibid. 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Se icara gariis beisar peinuliisan iinii teirdiirii darii 5 bab, dalam 

seitiiap bab teirdapat sub-sub pe imbahasan.  

Bab Ii pe indahuluan. Bab i inii meiliiputii latar beilakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan peinuliisan, tiinjauan pustaka, 

meitodei peinuliisan dan siisteimatiika peinuliisan.  

Bab IiIi yang be irjudul tiinjauan umum teintang poliigamii  iinii 

meiliiputii peingeirtiian poliigamii, dasar hukum poliigamii, ke iteintuan 

dan syarat poliigamii, yang te irtuang dalam undang-undang No. 1 

Tahun 1974 teintang Peirkawi inan seirta peinge irtiian trauma dan 

trauma peirkawiinan dalam pe irspeiktiif hukum iislam dan hukum 

posiitiif.  

Bab IiIiIi be irjudul pe irkara poliigamii Nomor 

1430/Pdt.G/2022/PA.Gs   dii Pe ingadiilan Agama Greisiik. Bab 

iini i beiriisii te intang  peinyajiian data peineiliitiian yaiitu de iskriipsii 

pe irkara peirmohonan iiziin poliigamii, syarat-syarat dalam 

pe irmohonan iiziin poliigamii, dan peirtiimbangan hukum yang 

diigunakan oleih hakiim dalam meingabulkan peirmohonan iiziin 

poliigamii de ingan iingiin meimbantu calon iistrii dalam pe irkara  

Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs   Peingadiilan Agama Greisiik.  

Bab IiV yang beirjudul analiisiis iiziin poliigamii deingan 

alasan meimbantu calon i istrii dalam peirkara Nomor 

1430/Pdt.G/2022/PA.Gs  dii Pe ingadiilan Agama Greisiik . Bab 

iini i meirupakan pokok peimbahasan, beiriisi i hukum  te irhadap 

alasan iiziin poliigamii deingan alasan iingiin meimbantu calon iistrii 

yang meimpunyaii trauma peirkawiinan.  
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Bab V be irjudul peinutup. Di i dalamnya meiliiputii 

ke isiimpulan, saran dan peinutup.  
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BAB II 

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM 

PERKAWINAN INDONESIA 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami 

1) Pe ingeirtiian Poliigamii 

Dalam bahasa Arab, poliigamii diiseibut Ta’addud al 

Zawjāt ( الزوجات  تعدد) Asal peirkataan Ta’addada (.تعدد 

(beirartii biilangan, manakala peirkataan al Zawjāt ( الزوجات 

(diiambiil darii peirkataan al zawjat ( الزوجة ) yang beirartii 

Iisteirii, dua peirkataan teirseibut apabiila diigabungkan 

meimbawa artii iistrii yang banyak atau beirbiilang. 1 Maka 

poliigamii dapat diimaksudkan seibagaii meiniikahii pe ireimpuan 

yang diigabungkan leibiih darii satu orang. Adapun dalam 

Kamus Beisar Bahasa Iindone isiia (KBBIi) diijeilaskan bahwa 

poliigamii adalah siisteim peirkawiinan yang salah satu piihak 

meimiiliikii atau meingawiinii be ibeirapa lawan jeiniisnya dalam 

waktu yang beirsamaan. 2 

Pada dasarnya, kata-kata “poliigamii”, iitu teirsusun 

darii dua kata, yaiitu polii (banyak) dan gamii (iistrii), maka 

dapat diiartiikan seicara eitiimologii, poliigamii teirseibut adalah 

be iriistrii banyak. Seidangkan biila diiliihat seicara teirmiinologii, 

poliigamii yaiitu seiorang lakii-lakii meimpunyaii leibiih darii satu 

 
1 Zaini Nasohah, Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam. 

(Kuala Lumpur: Cergas, 2000). 
2 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2000), 885.  
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iistrii yang mana dasar bahasa teirseibut yaiitu darii bahasa 

yunanii (Polii atau Polos) yang artiinya banyak dan kata 

Game iiin atau Gamos yang be irartii kawi in atau peirkawiinan, 

seihi ingga  keitiika kata diigabungkan akan beirartii kata iini i 

meinjadii sah untuk meingatakan bahwa artii poliigamii adalah 

pe irkawiinan banyak dan biisa jadii dalam jumlah yang tiidak 

teirbatas. Namun biila diitiinjau darii pandangan Iislam, 

poliigamii teirseibut meimpunyaii artii peirkawiinan yang le ibiih 

darii satu, dua, tiiga dan eimpat peireimpuan saja (tiidak boleih 

leibiih darii iitu). 3 

Dalam tiinjauan seicara sosiio-antropologii yang 

diinamakan poliigamii tiidak meimbeidakan peingeirtiian, 

apakah seiorang lakii-lakii kawi in deingan banyak waniita atau 

seibaliiknya seiorang peireimpuan kawiin deingan banyak lakii 

lakii. Di i siinii poliigamii meimpunya dua artii:  

a. Polyandry, yaiitu peirkawiinan antara seiorang 

pe ireimpuan deingan beibe irapa lakii lakii. 

b. Polygyny, yaiitu peirkawiinan antara seiorang lakii 

lakii de ingan beibeirapa peireimpuan.4 

Pe imahaman yang beirlaku seicara umum dii 

masyarakat yaiitu peirkawiinan antara seiorang lakii laki i 

 
3  Bustamam Usman, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus 

di Kecamatan Pidie,Kabupaten Pidie, Aceh)”, Jurnal Hukum Keluarga dan 

Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2017, 277. 
4  Muhammad Arif Mustofa, “Poligami dalam Hukum Agama dan 

Negara”, Jurnal Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1, 

2017, 49. 
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de ingan leibi ih seiorang waniita dalam jangka waktu yang 

sama poliigamii deingan artii iinii adalah meinjadii artii aslii darii 

poliigiinii, kareina iitulah beibe irapa ahlii hukum dan sosiio-

antropologii seiriing meinggunakan kata pologiinii se ibagaii 

akar kata asliinya untuk meinye ibut iistiilah peirkawiinan antara 

seiorang lakii lakii deingan beibe irapa peireimpuan.  

Pe irkeimbangan seilanjutnya i istiilah poliigiini i jarang 

seikalii diipakaii, banyak iinte ileiktual yang seicara langsung 

meimpopuleirkan peirgantiian iistiilah poliigiinii de ingan 

poliigamii. Bahkan dii Iindone isiia, Deiparteimein Peindiidiikan 

dan Ke ibudayaaan (yang seikarang De iparteimein Pe indiidiikan 

Nasiional) meinsahkan deifiiniisi i poliigamii de ingan artii dii atas  

yaiitu iikatan peirkawiinan se iorang lakii-Laki i boleih kawi in 

de ingan beibe irapa waniita dalam waktu yang sama.dan kata 

iini i diipe irgunakan seibagaii lawan darii kata poliiandrii.5 

Te irdapat dua golongan yang be irpeindapat masalah 

poliigamii. Pe indapat yang pe irtama darii golongan 

pe indukung poliigamii yang meinyatakan bahwasannya 

poliigamii adalah salah satu usaha  meimbiimbiing waniita 

untuk meiniingkat darii suasana keihiidupan yang diiliiputii 

ke igeiliisahan, keihiinaan dan teirlantar, meinuju keihiidupan 

yang muliia, dan keii ibuan yang muliia, diimana waniita 

meirasa bahagiia, keisuciian dan keimuliiaan diibawah 

naungannya. 6 Pe indapat yang keidua darii golongan antii 

 
5 Ibid. 
6 Abdul Nasir Taufiq Al’Atthar, Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, 

Sosial Dan Perundang-Undangan (jakarta: Bulan Bintang, 1976), h 12. 
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poliigamii yang meingatakan bahwa meilarang poliigamii i itu 

adalah salah satu keiharusan untuk meineirapkan keibe ibasan 

waniita. Meire ika meiniinjau poliigamii iitu seibagaii siisteim 

masyarakat priimiitiif, keimudiian meiniingkat dan meinurun 

seijalan deingan meini ingkat dan meinurunnya keiadaan 

waniita. Kareina poliigamii iitu sudah tiidak seisuaii deingan 

zaman modeirn, diimana waniita deingan meimpeirboleihkan 

hak-haknya deingan seimpurna tanpa adanya seisuatu 

ke ikurangan. Seidangkan poliigamii iitu adalah suatu siiste im 

pe irkawiinan yang meiniitiik be iratkan keiseijahteiraan lakii-lakii 

de ingan meingorbankan keidudukan dan keimuliiaan waniita. 
7 

Poliigamii yaiitu peirkawiinan yang diilakukan oleih 

seiorang iistrii de ingan seiorang suamii. Namun pada 

ke inyataannya teirdapat seibagiian masyarakat yang 

meilakukan poliigamii atau be iriistrii leibiih darii satu dalam 

waktu yang beirsamaan. Praktiik poliigamii i inii dalam 

masyarakat seikarang meirupakan masalah yang 

kontroveirsiial dan diileimatiis. 8 

2) Dasar Hukum Poliigamii  

1. Q.S An-Ni isa Ayat 3 

 
7 Ibid. 
8 Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam 

Dan Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia (Jakarta: 

Rajawali Press, 2008), h 580. 
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وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُ قْسِطوُا فِ الْيَ تَامَىٰ فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ 
النِ سَاءِ مَثْنََٰ وَثُلَاثَ وَرُبََعَۖ  فإَِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَة  أوَْ مَا 

لِكَ أدَْنََٰ أَلَّا  تَ عُولُوا  مَلَكَتْ أيَْْاَنكُُمْۚ  ذَٰ
 "Dan jiika kamu kuatiir tiidak akan dapat 

be irlaku adiil teirhadap waniita yatiim yang kamu 

kawiinii, kawi iniilah waniita laiin yang kamu seinangii , 

dua , tiiga atau eimpat. Teitapii, biila takut untuk tiidak 

be irlaku adiil juga, satu adalah teibiih baiik bagiimu, atau 

me ingawiinii hamba peireimpuan yang kamu 

mi iliikii.Tiindakan iitu leibiih baiik bagiimu untuk tiidak 

me inyeileiwe ing" 9 

Se ibagaiimana ayat dii atas meinjeilaskan bahwa 

ke iboleihan untuk meilakukan poliigamii meimpunyaii batas 

teirteintu, juga meingandung syarat dan keite intuan, salah 

satu yang jeilas dalam ayat diiatas diiatas maka syarat yang 

ke itat, yaiitu harus mampu be irlaku adiil.  

Ayat dii atas juga meimbatasii jumlah biilangan iisteirii 

yang boleih diini ikahii yaknii sampaii e impat saja, iinii juga 

seijalan  deingan  riiwayat hadiits darii Abdullah biin Umar 

seibagaii beiriikut: 

ثَ نَا ثَ نَا :قاَلَ  هَناادٌ، حَدا عَنْ  عَرُوبةََ  أَبِ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  عَبْدَةُ، حَدا  
، عَنِ  مَعْمَرٍ، أنَا  عُمَرَ، ابْنِ  عَنِ  اِلله، عَبْدِ  بْنِ  سَالِِ  عَنْ  الزُّهْريِِ   

الجاَهِلِياةِ  فِ  نِسْوَةٍ  عَشْرُ  وَلهَُ  أَسْلَمَ  الث اقَفِيا  سَلَمَةَ  بْنَ  غَيْلَانَ  ، 
 

9 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Bumi 

Restu, 1978), 115.  
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يَ تَخَيّاَ  أَنْ  وَسَلامَ  عَلَيْهِ  اللّاُ  صَلاى النابُِّ  فأَمََرهَُ  مَعَهُ، فأََسْلَمْنَ   
ت الترمذي سنن عيسى، بن  محمد ،الترمذي[ مِن ْهُنا  أرَْبَ ع ا  

٢/٤٢٦ بشار،  
“Darii I ibnu Umar r.a Se isunguhnya Ghaiilan biin 

Salamah msuk islam dan iia meimpunyaii 10 oang iisteirii 

yang diiniikaii pada masa jahiiliiyah. Keimudiian mre ika 

be irsama-sama iikut masuk iIslam. Maka Nabii meime iri intahkan 

keipadanya agar me imiiliih e impat orang saja diiantara 

me ireika. (H.R. Tiirmiidzii)”.10 

Buya Huseii in Muhammad seiorang ulama’ 

konteimporeir meingatakan bahwa anak-anak yatiim yang 

ke ihiilangan ayah dalam usiia meireika yang beilum deiwasa. 

Anak-anak dalam usiia kondiisii teirseibut sangat 

be irgantung pada orang laiin, meimbutuhkan peirliindungan, 

pe irhatiian, peingasuhan dan pe imeinuhan keibutuhan. 11 

Jeilas bahwa ayat iinii di iturunkan beirhubungan deingan 

kasus seiorang lakii-lakii yang meinjadii walii anak yatiim 

yang kaya. 

Jiika diimaknaii leibi ih luas ayat iinii meinyeirukan 

ke ipada masyarakat untuk be irbuat adiil teirhadap orang-

orang yang tiidak be irdaya, seipe irtii anak-anak yatiim dan 

kaum peireimpuan, teirleibi ih lagii seiorang janda. Keiadiilan, 

 
10 Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, (Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 

juz 3, h. 435 
11 Husein Muhammad, Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer 

Seorang Kiai, pertama. (yogyakarta: IRCiSoD, 2020) 26-28. 
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seibagaiimana diiseibut meirupakan priinsiip reilasii antar 

manusiia bukan hanya antar reilasii lakii-lakii dan 

pe ireimpuan, bahkan juga bagii hubungan-hubungan 

ke imanusiiaan laiinnya, teirleipas darii latar beilakang dan 

iide intiitas kulturalnya, Iislam meine igaskan bahwa manusiia 

adalah makhluk Allh Swt yang harus diihormatii. 12 

Meine itapkan syarat yang keitat bagii poliigamii, yaiitu 

harus mampu adiil. Diiantara hadiits yang meine irangkan 

teintang keiwajiiban adiil adalah riiwayat Ahmad: 

كَانَتْ  مَنْ  وَسَلامَ  عَلَيْهِ  اللّاُ  صَلاى اللّاِ  رَسُولُ  قاَلَ  هُرَيْ رةََ  أَبِ  عَنْ   
حْدَاهُُاَ يَْيِلُ  امْرأَتَََنِ   لهَُ  وَأَحَدُ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  جَاءَ  الْأُخْرَى عَلَى  لِإِ  

حبا وابن  والنسئ الترمذي داود ابو رواه . سَاقِطٌ  شِقايْهِ   
 

“Darii abu Huraiirah r.a Rasulullah SAW 

be irsabda: Barang siiapa me impunyaii dua iisteirii tapii iia 

leibiih me inciintaii ceinde irung keipada salah satunya, 

niiscaya iia akan datang pada harii kiiamat deingan keidaan 

lambungnya beirat seibeilah atau miiriing (HR. Ahmad).”13 

Ke iadiilan adalah syarat poliigamii, seibagaiimana 

juga syarat dalam seitiiap keiputusan hukum yang laiin. Iinii 

seisuatu yang sangat jeilas diise ibutkan oleih banyak Al-

Qur’an.  

 

 
12 Ibid. 
13 HR Abu Daud, Sunan Abi Daud , (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), jilid 

ke-3, h. 249 
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2. Surat An-Ni isa’ ayat 129 

 وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَ عْدِلُوا۟ بَيَْْ ٱلنِ سَآءِ وَلَوْحَرَصْتُمْۖ  فَلَا تََيِلُوا۟  
كُلا ٱلْمَيْلِتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلاقَةِۚ  وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَ ت اقُوا۟ فإَِنا ٱللّاَ كَانَ 

  غَفُور ا راحِيم ا 
“Dan kamu seikalii-kalii tiidak akan dapat beirlaku 

adiil diiantara iistrii-iistriimu, walaupun kamu sangat iingiin 

be irlaku deimi ikiian, kareina iitu janganlah kamu teirlalu 

ceinde irung (keipada yang kamu ciintaii), seihi ingga kamu 

biiarkan yang laiin teirkatung katung. Dan jiika kamu 

me ingadakan peirbaiikan dan meime iliihara diirii (darii 

keicurangan), maka seisungguhnya Allah maha 

pe ingampun lagii maha peinyayang”.14 

Bagiian awal darii ayat iinii me injeilaskan bahwa 

seise iorang tiidak akan mampu beirlaku adiil diiantara para 

iistrii-i istriinya, padahal adiil meirupakan syarat bagii orang 

yang akan beirpoliigamii se ibagaiimana dalam surat An-

Ni isa ayat 3. ayat iinii meinunjukkan bahwa keiadiilan yang 

tiidak biisa diilakukan oleih manusiia adalah keiadiilan 

totaliitas yaiitu keiadiilan dalam seimua peirsoalan. Oleih 

kareina iitu, fuqaha meimbagii keiadiilan meinjadii 2 yaiitu: 

Pe irtama, Keiadiilan dalam hal-hal yang konkriit Mateiriial, 

seipe irtii dalam masalah nafkah dan giiliiran beirmalam. 

Ke idua, Keiadiilan dalam hal-hal abstrak iimmateiriial, 

seipe irtii ciinta dan beincii. Ke iadiilan yang meinjadii 

 
14 Al-qur’an dan Terjemah QS An-Nisa ayat 129.  
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pe irsyaratan dalam poliigamii adalah keiadiilan yang 

pe irtama, yaiitu dalam hal-hal yang konkriit-mateiriial. 15 

Ke iadiilan mutlak dii antara se iluruh iistrii suliit untuk 

diilaksanakan manusiia bukan beirartii tiidak mampu. 

pe inggalan ayat yang artiinya  “Dan kamu seikalii-kalii tiidak 

akan dapat beirlaku adiil diiantara iistrii-iistriimu. “ 

maksudnya, wahaii para suamii, se ikalii-kalii kaliian tiidak 

akan dapat meire ialiisasiikan ke iadiilan seicara peinuh dan 

seimpurna diiantara iistrii-i istriimu, dan meimbeiriikan meireika 

kasiih sayang, peirgaulan, dan keiseinangan yang sama. 

“walaupun kamu sangat iingiin be irbuat deimiiki ian,” 

walaupun kamu beirusaha ke irahkan seiluruh keikuatan 

untuk meilakukan hal iitu. Iinii meingiingat, manusiia tiidak 

akan biisa meinyamaratakan ke iciintaan dan keice indeirungan 

hatii. 16 

Di i sampiing iitu, pakar tafsiir konteimporeir iindoneisiia 

M. Quraiish Shiihab meinjeilaskan bahwa ayat dii atas tiidak 

meiwajiibkan poliigamii atau meinganjurkannya, iia hanya 

be irbiicara teintang boleihnya poliigamii iitu meirupakan piintu 

ke iciil yang hanya dapat diilaluii oleih orang yang amat 

sangat meimbutuhkannya dan deingan syarat yang tiidak 

riingan. Deingan deimiikiian, pe imbahasan teintang poliigamii 

dalam pandangan Alquran he indaknya tiidak diitiinjau darii 

 
15 Afifuddin Muhajir, Fiqh Menggugat Pemilihan Langsung (jember: 

Pena Salsabila, 2009). 
16 Ali As-Shabuni, Shafwatut Tafasir (jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 

2011). 



25 
 

 
 

seigi i iide ial, atau baiik dan buruknya, teitapii harus diiliihat 

darii sudut pandang peineitapan hukum dalam beirbagaii 

kondiisii yang mungkiin teirjadii. 17 

Ri iwayat laiin juga darii Aiisyah r.a. Beiliiau 

meinjeilaskan bahwa ayat iinii diiturunkan beirkeinaan 

de ingan seiorang lakii-lakii yang meimpunyaii banyak iistrii 

lalu keitiika hartanya habiis dan tiidak sanggup lagii 

meinafkahii iistriinya yang banyak iitu, iia beirkeiiingiinan 

meingawiinii anak yatiim yang beirada dalam peirwaliian 

de ingan harapan dapat meingambiil hartanya untuk 

meimbiiayaii ke ibutuhan iistrii-iistrii laiinnya. 18 

Darii siinii kiita biisa meingeitahuii bahwa poliigamii i itu 

diiboleihkan kareina adanya ke iriinganan atau dalam Bahasa 

diise ibut deingan rukhsah. Se inada deingan hal iini i, Sayyiid 

Qutb meinjeilaskan bahwa ke iriingan yang diipe irboleihkan 

dalam agama iitu seilalu iideintiik deingan hal yang sangat 

meindeisak darurat. Hal iinii juga beirlaku bagii hukum 

diipe irboleihkannya poliigamii di iseirtaii de ingan syarat-syarat 

teirteintu seipeirtii adiil dalam meimbeirii nafkah dan laiin-

laiin.19 Salah satunya adalah keiadiilan, keiadiilan yang 

harus diicapaii adalah keiadiilan mateiriii il, seihiingga seiorang 

 
17 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (jakarta: Lentera Hati, 2002), 

410. 
18 Rashid Rido, Tafsir Al-Mannar. vol.4 (BeirutDar al-Fikr,tt.), 344-

355. 
19 Sayid Qutub, Fi Dzilal Al Quran,( Dar al Kutub al Jamiah,1961), Cet. 

IV, h. 236 
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suamii yang poliigamii harus meinjamiin keiseijahteiraan iistrii-

iistriinya dan meingatur waktu seicara adiil. 

Sayyiid Sabiiq meingatakan bahwa Surat An-Niisa 

ayat 129 iisiinya meiniiadakan keisanggupan beirlaku adiil 

ke ipada seisama iistrii, seidangkan surat anniisa ayat 3 

meimeiriintahkan beirlaku adiil, seiolah-olah ayat teirseibut 

be irteintangan satu sama yang laiin. Padahal tiidak teirdapat 

pe irteintangan deingan ayat yang diimaksud. Keidua ayat 

teirseibut meinyuruh beirlaku adiil dalam hal meingatur 

nafkah keiluarga, peingaturan keibutuhan sandang, pangan, 

dan papan. Suamii yang poliigamii tiidak peirlu 

meimaksakan diirii untuk beirlaku adiil dalam soal peirasaan, 

ciinta dan kasiih sayang, kareina seimua iitu diiluar 

ke imampuan manusiia. 20 

 

3. Allah SWT., beirfiirman dalam Q.S. Al-Ankabut,ayat: 52   

تِ وَٱلْأَرْضِۗ   وَٰ اۖ  يَ عْلَمُ مَا فِِ ٱلسامَٰ نَكُمْ شَهِيد   قُلْ كَفَىٰ بٱِللّاِ بَ يْنَِ وَبَ ي ْ

ءَامَنُوا۟ بٱِلْبَٰطِلِ وكََفَرُوا۟ بٱِللّاِ أوُ۟لَٰئِٓكَ هُمُ ٱلَْٰسِرُون وَٱلاذِينَ    َ
Artiinya: Katakanlah: cukupkanlah Allah 

me injadii saksii antaraku dan antaramu. Diia me ingeitahuii 

apa yang dii langiit dan dii bumii. Dan orang orang yang 

pe ircaya keipada yang bathiil dan iingkar keipada Allah, 

me ireika iitulah orang-orang yang meirugii.21  

 
20 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, Perkawinan Perceraian 

Keluarga Muslim (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 35. 
21 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: 

PT. Tanjung Mas Inti, 1992), h. 636. 
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Se imeintara meinurut peindapat seibagiian ulama yang 

be irmazhab As-Syafii’Ii me inambahkan syaratnya, yaiitu 

mampu meimbeirii nafkah bagii yang beirpoliigamii, yang 

mana Beiliiau meingambiil pe imahaman darii ayat diiatas 

tadii, yai itu: “yang deimiiki ian iitu adalah leibiih de ikat keipada 

tiidak beirbuat aniiaya”. Yang artiinya agar tiidak 

meimpeirbanyak anggota ke iluarga. Darii siisi i laiin, ole ih 

Iimam Baiihaqii, yang mana be iliiau be irpiijak juga keipada 

pe indapat Iimam As-Syafii’Ii, seibagaiimana yang teircantum 

dalam kiitab “akhkam al-qur'an”, meinjeilaskan: 

ke imampuan seiorang suamii dalam meimbeirii nafkah 

adalah syarat yang teilah diite itapkan oleih syara’.  

2. Syarat-Syarat Poligami 

UU No 1 tahun 1974 teintang Peirkawiinan pada dasarnya 

meinganut asas monogamii, akan teitapii apabiila keiteintuan suatu 

hukum dan agama teirteintu meingiijiinkan, maka seiorang suamii 

dapat beiriistrii le ibiih darii seiseiorang deingan meimeinuhii syarat 

teirteintu dan diiiizi inkan oleih Pe ingadiilan Agama. 22 Se iorang priia 

dapat meilakukan poliigamii asalkan meimeinuhii pe irsyaratan 

teirteintu yang teilah diite intukan dalam undang-undang 

peirkawiinan iinii seibagaiimana teircantum dalam UU No 1 Tahun 

1974 Pasal 3 ayat (2) yaiitu:23 

 
22 Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum islam Terhadap Poligami di 

Indonesia”, Jurnal Universitas Tulungagung Bonoworo, Vol. 1, No.2 , 2014, 14. 
23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.  
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“Pe ingadiilan dapat meimbe irii iizi in keipada seiorang suamii 

untuk beiriistrii leibiih darii seiseiorang apabiila diikeihe indakii oleih 

piihak-piihak yang beirsangkutan”. 

Dalam keiadaan teirteintu, suamii bi isa saja meimpunyaii 

iistrii leibiih darii satu jiika syarat-syaratnya meincukupii baiik 

syarat alteirnatiif maupun syarat kumulatiif yang teilah 

diiteintukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Teintang Peirkawiinan. 

Syarat alteirnatiif teirdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Teintang Peirkawiinan, yaiitu 

apabiila: 

a. Iistrii tiidak dapat meinjalankan keiwajiibannya seibagaii 

iistrii  

b. Iistrii meindapat cacat badan atau peinyakiit yang tiidak 

dapat diiseimbuhkan. 

c. Iistrii tiidak dapat meilahiirkan keiturunan.  

Syarat kumulatiif teirdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Teintang Peirkawiinan, yaiitu: 

a. Adanya peirseitujuan darii iistrii/iistrii-i istrii. Peirseitujuan 

iini i biisa diilaksanakan baiik seicara liisan maupun 

teirtuliis. Jiika iiziin teirseibut diibe iriikan seicara liisan 

maka harus diiucapkan dii deipan Peingadiilan. 

Kompiilasii Hukum Iislam me ingatur bahwa seikaliipun 

pe irseitujuan iistrii teirseibut diibe iriikan seicara teirtuliis, 

namun harus diipe irteigas dii de ipan Peingadiilan. 
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b. Adanya keipastiian bahwa suamii mampu meinjamiin 

ke ipeirluan-keipe irluan hiidup iistrii-i istrii dan anak-anak 

meireika. Untuk iitu, harus diipe irliihatkan :  

a) Surat keiteirangan meinge inaii peinghasiilan suamii 

yang diitandatanganii oleih be indahara teimpatnya 

be ikeirja.  

b) Jamiinan bahwa suamii akan be irlaku teirhadap 

iistrii-i istrii dan anak-anak me ireika. Jamiinan iinii 

harus beirupa janjii atau peirnyataan darii suamii 

untuk beirlaku adiil,yang diibuat dalam 

pe irsiidangan dii deipan majeiliis hakiim. Jamiinan 

be irlaku adiil iini i syarat utama dalam Kompiilasii 

Hukum Iislam bagii suamii yang akan meilakukan 

poliigamii. Peirseitujuan iistrii atau iistrii-i istrii tiidak 

diipe irlukan dalam meingajukan peirmohonan 

ke ipada peingadiilan apabiila : 24 

1) Iistrii atau iistrii-i istrii tiidak mungkiin diimiintaii 

pe irseitujuannya dan tiidak dapat meinjadii 

piihak dalam peirjanjiian. 

2) Tiidak ada kabar darii iistrii seikurang-

kurangnya dua tahun. 

3) Kareina seibab-seibab laiinnya yang peirlu 

meindapat peiniilaiian oleih hakiim. 

c. Adanya jamiinan bahwa suamii akan beirlaku adiil 

teirhadap iistrii-i istrii dan anak-anak meire ika. 

 
24 Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 Ayat (3) 

Kompilasi Hukum Islam. 
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Dalam UU No.1 tahun 1974, diiseibutkan bahwa azas 

peirniikahan adalah monogamii. Poli igamii hanya diiboleihkan 

deingan syarat yang keitat dan dalam keiadaan teirteintu. Dalam 

Kompiilasii Hukum Iislam (KHIi), asas monogamii dan 

keiboleihan poliigamii juga diiboleihkan, namun dalam kondiisii 

khusus, seirta adanya peimeinuhan beibeirapa syarat yang teilah 

diiatur diiatur. Adapun dalam Peiraturan Peimeiriintah No.10 

tahun 1983 jo Peiraturan Pe imeiriintah No. 45 tahun 1990 

diijeilaskan teintang keiboleihan poliigamii deingan syarat yang 

cukup keitat bagii anggota Pe igawaii Neige irii Siipi il (PNS).25 

Meinurut Abdul Manan, keite intuan yang meingatur alasan-

alasan seiorang suamii dapat meilakukan poliigamii teirseibut tiidak 

dapat diijeilaskan seicara riincii apakah keiteintuan teirseibut 

beirsiifat kumulatiif atau beirsiifat alteirnatiive i. Oleih kareina iitu 

peinggunaan alasan-alasan te irseibut diiseirahkan keipada hakiim. 
26 Apabiila alasan-alasan seibagaiimana yang diiteintukan dalam 

Pasal 4 Ayat (2) teirseibut te ilah teirpe inuhii, maka peingadiilan 

juga harus meine iliitii ada atau tiidak syarat- syarat seicara 

kumulatiif. Apabiila syarat-syarat teilah teirpeinuhii seicara 

kumulatiif, maka barulah pe ingadiilan agama meimbeirii iiziin 

 
25 Agus Sunaryo, “Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-

Sosiologis),” Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak 5, no. 1 (2010), h 

143–167. 
26 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek 

Peradilan Agama (jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h 10. 
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keipada peimohon untuk meilaksanakan peirkawiinan leibiih darii 

seiorang. 27 

Pada pasal 57 Kompiilasii Hukum Iislam (KHIi) 

diise ibutkan dalam buku Ii Te intang Hukum Peirkawiinan, Bab IiX 

beiriistrii leibiih darii satu orang dalam pasal 57 Peingadiilan 

Agama hanya meimbeiriikan iiziin keipada suamii yang akan 

beiriisteirii leibi ih darii seiorang apabiila teirdapat alasan - alasan 

seibagaiimana diiseibut dalam pasal 4 UU peirkawiinan.28 

Pada dasarnya peingadiilan dapat meimbeiriikan iiziin 

keipada seiorang suamii untuk beiriistrii leibiih darii seiorang apabiila 

diike iheindakii oleih piihak-piihak yang beirsangkutan. Seilanjutnya 

pada pasal 59 juga diigambarkan beitapa beisarnya weiwe inang 

Peingadiilan Agama dalam meimbeiriikan keiiiziinan.29  

Poliigamii teirmasuk peirsoalan yang masiih be irsiifat 

kontroveirsii, meingandung be ibeirapa peirseipsii pro dan kontra. 

Adanya tudiingan bahwa poliigamii, meirupakan tiindakan 

keikeirasan teirhadap martabat kaum peireimpuan, kareina 

diianggap seibagaii me idiium untuk meimuaskan biirahii se imata. 

Lakii-lakii yang beirpoliigamii be irartii diia teilah meilakukan tiindak 

keikeirasan atau peiniindasan teirhadap hak-hak peireimpuan 

seicara utuh. 30 

 
27 Ibid. 
28 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
29 Ibid.  
30 Mohd. Idris Rumulyo, Hukum Perkawinan Islam, edisi kedua 

(Jakarta:PT Bumi Aksara, 1996) h. 184 
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Aturan-aturan dan syarat-syarat teirseibut harus diitaatii 

seicara konsiistein se ihiingga pasangan poliigamii dapat leibiih 

diiarahkan seisuaii deingan tujuan peirkawiinan. Untuk meincapaii 

tujuan poliigamii yang se isuaii de ingan tuntutan syara’, 

Peimeiriintah meimbeiriikan aturan bahwa seitiiap meire ika yang 

beirkeiiingiinan untuk meilakukan poliigamii harus meindapatkan 

iizi in Peingadiilan Agama.  

Bukan hanya mayoriitas ulama saja yang meimbatasii 

poliigamii hanya deingan 4 Iistrii. Dalam aturan hukum posiitiif dii 

Iindone isiia pun sudah teirtuliis dalam Kompiilasii Hukum Iislam 

(KHIi) Pasal 55 ayat 1. Beiriistrii leibiih satu orang pada waktu 

beirsamaan namun beirbeida waktu akad, teirbatas hanya sampaii 

e impat Iistrii.  

Pandangan ulama yang diike imukakan oleih Ahmad 

Mushthafa AlMaraghii ada peirsyaratan yang harus diimiiliikii 

keitiika akan meilakukan poliigamii.  

1) iistrii mandul atau tiidak biisa meimiiliikii keiturunan. 

2) Suamii me imiiliiki i ke imampuan seiks yang tiinggii, 

Namun Iistrii tiidak mampu meimeinuhii keibutuhan 

suamiinya,  

3) Suamii meimpunyaii harta yang banyak untuk 

meimbiiayaii se igala keipeintiingan keiluarga.  

4) Jumlah waniita meileibiihi i darii jumlah priia. Biisa 

jadii kareina peipe irangan seihi ingga banyaknya 

janda dan anak yatiim atau biisa jadii kareina 
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banyaknya jumlah peinduduk peire impuan 

diibandiing lakii-lakii dii suatu daeirah. 31 

3. Prosedur Izin Poligami 

Pe irkawiinan poliigamii meimiiliiki i leigiitiimasii normatiifnya 

dalam hukum Isilam dan hukum perkawinan yang beirlaku dii 

Iindone isiia. Teitapii poliigamii banyak meingalamii 

peinyiimpangan, ceindeirung meingutamakan keiiingiinan-

keiiingiinan iindiivi idual. Padahal poliigamii dalam Iislam 

meingutamakan aspeik ke imaslahatan. Akan teitapii Undang-

Undang Peirkawiinan No Tahun 1974 tiidak beirsiifat mutlak, 

hanya beirsiifat meingarah ke ipada peimbeintukan peirkawiinan 

monogamii deingan jalan meimpeirsuliit dan me ingatur 

peinggunaan leimbaga poliigamii dan bukan meinghapuskan 

sama seikalii siisteim poliigamii. 32 

 Undang-undang peirkawiinan meirupakan produk 

hukum neigara ( statei law) yang seicara substantiif beirmuatan 

hukum Iislam. Namun, produk hukum iini i tiidak seipeinuhnya 

diiteiriima oleih seiluruh masyarakat, maka adanya komparasii 

antara hukum Iislam dan hukum neigara yang seicara jeilas 

meingatur peirsoalan hukum bagii warga neigara yang beiragama 

Iislam yaiitu Kompiilasii Hukum Iislam (KHIi).  

Ke ibeiradaan hukum dalam masyarakat tiidak hanya 

beirtujuan meinciiptakan keite irtiiban, teitapii juga keimaslahatan 

 
31 Maraghi Al Ahmad Musthafa, Tafsir Al-Maraghi (Mesir: Musthafa 

Al-Baby Al-Halaby, 1365), h 534. 
32Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang 

Perkawinan (yogyakarta: Liberty, 1997), h 77. 
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bagii seisama deingan meiwujudkan keiadiilan dalam peine igakan 

hukum. paliing tiidak ada tiiga asas yang harus diipe irhatiikan, 

yaiitu: asas keiadiilan (ge ireichtiigkeiiit), asas keimanfaatan 

(zweickmassiigkeii it), asas keipastiian hukum (reichtssiiche irkeiiit). 

Dalam peineigakan hukum ke itiiga asas teirseibut harus sama-

sama diipeirhatiikan seicara proporsiional dan seiiimbang. 33 

Poliigamii de ingan syarat-syarat yang diiteintukan Dalam 

undang-undang peirkawiinan dii Iindoneisi ia seipe irtii yang 

teircantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah 

monogamii. Poliigamii meirupakan peinge icualiian deingan Syarat-

syarat teirteintu yang diiteintukan dalam peirundang-undangan. 

Peirkawiinan dii Iindoneisiia teirmasuk diidalamnya aturan 

poliigamii diiatur seide imiikiian rupa dalam beibeirapa peiraturan 

peirundang-undangan diiantaranya adalah Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 teintang peirkawiinan. Dalam UU No.1 

Tahun 1974, masalah poliigamii di iatur pada pasal 3, 4, dan 5.32 

Pasal 3 beirbunyii: 

1) Pada asasnya dalam peirkawiinan seiorang priia hanya 

boleih meimpunyaii se iorang iistrii. Seiorang waniita hanya 

boleih meimpunyaii se iorang suamii. 

 
33 Nur Rohim Yunus, Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia 

(jakarta: Jurisprudence Press, 2012), 84. 
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2) Pe ingadiilan dapat meimbeirii iizi in keipada seiorang suamii 

untuk beiriistrii leibi ih darii se iorang apabiila diike iheindakii oleih 

piihak-pi ihak yang beirsangkutan. 34 

Le imbaga yang beirweinang untuk meimbeiriikan iiziin 

poliigamii adalah Peingadiilan Agama deingan syarat-syarat 

teirteintu iinii meirupakan wujud bahwa iinstiitusii pe iradiilan iinii 

meimpunyaii peiranan yang pe intiing dalam meimutus pe irkara 

poliigamii. De ingan meiliihat be irbagaii latar beilakang dalam 

alasan peingajuan iiziin poliigamii yang meinge ideipankan  

keiadiilan seirta maslahatan.  

KHIi se ipe irtii yang teirliihat tiidak beirbeida deingan 

Undang-undang Peirkawiinan dalam masalah poliigamii iinii, 

KHIi (Kompiilasii Hukum Iislam) juga meingatur peilaksanaan 

poliigamii Khusus yang beiragama Iislam peilaksanaan poliigamii 

diiatur dalam Kompiilasii Hukum Iislam Buku Ii te intang Hukum 

Peirkawiinan Bab IiX Pasal 55 sampaii de ingan pasal 59. 

Pasal 55  KHIi meinyeibutkan :  

1) Be iriisteirii leibi ih darii satu orang pada waktu beirsamaan, 

teirbatas hanya sampaii e impat orang iisteirii.  

2) Syarat utama beiriistrii leibiih darii satu orang, suamii 

harus beirlaku adiil teirhadap iisteirii dan anak-anaknya.  

 
34 Saptono Raharjo, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan (jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h 2. 
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3) Apabiila syarat utama yang diise ibut pada ayat (2)tiidak 

mungkiin diipe inuhii, suamii diilarang beiriistrii leibi ih darii 

satu orang. 

Adapun dalam Pasal 56 KHIi meinye ibutkan:   

1) Suamii yang heindak beiriistrii leibiih darii satu orang harus 

meindapatkan iiziin darii Peingadiilan Agama. 

2) Pe ingajuan peirmohonan iizi in diimaksudkan pada ayat 1 

diilakukan meinurut tatacara seibagaiimana diiatur dalam 

Bab VIiIiIi UU No.9 tahun 1975. 

3)  Pe irkawiinan yang diilakukan deingan iisteirii keidua, 

ke itiiga atau keie impat tanpa iiziin darii Peingadiilan 

Agama, tiidak meimpunyaii ke ikuatan hukum.  

Pada pasal 57 Kompiilasii Hukum Iislam, Peingadiilan 

Agama hanya meimbeiriikan iiziin keipada suamii yang akan 

beiriistrii leibiih darii seiorang apabiila teirdapat alasan - alasan 

seibagaiimana diise ibut dalam pasal 4 UU peirkawiinan. Jadii pada 

dasarnya peingadiilan dapat meimbeiriikan iiziin keipada se iorang 

suamii untuk beiriistrii leibi ih darii seiorang apabiila diike ihe indakii 

oleih piihak-piihak yang beirsangkutan.  

Pasal 58  juga meinjeilaskan :  

1) Se ilaiin syarat utama yang diise ibut pada pasal 55 ayat 

(2) maka untuk meimpeiroleih iiziin Pe ingadiilan Agama, 

harus pula diipeinuhii syarat-syarat yang diite intukan 

pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaiitu 

:  
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a. Adanya peirseitujuan iisteirii. 

b. Adanya keipastiian bahwa suamii mampu meinjamiin 

ke ipeirluan hiidup iisteirii-i isteirii dan anak-anak 

meireika. 

2) De ingan tiidak meingurangii ke iteintuan pasal 41 huruf b 

Pe iraturan Peimeiriintah No. 9 Tahun 1975, peirseitujuan 

iisteirii atau iisteirii-i isteirii dapat diibeiriikan seicara teirtuliis 

atau deingan liisan, teitapii se ikaliipun teilah ada 

pe irseitujuan seicara teirtuliis, pe irseitujuan iinii di ipeirteigas 

de ingan peirseitujuan liisan iisteirii pada siidang 

pe ingadiilan agama.  

3) Pe irseitujuan diimaksud pada ayat (1) huruf a, tiidak 

diipe irlukan bagii seiorang suamii apabiila iisteirii atau 

iisteirii-i isteiriinya tiidak mungkiin diimiintai i 

pe irseitujuannya dan tiidak dapat meinjadii piihak dalam 

pe irjanjiian atau apabiila tiidak ada kabar darii i isteirii atau 

iisteirii-i isteiriinya seikurang-kurangnya atau kareina seibab 

laiin yang peirlu meindapat pe iniilaiian hakiim.35 

Se ilanjutnya pada pasal 59 juga diigambarkan beitapa 

beisarnya weiwe inang Peingadiilan Agama dalam meimbe iriikan 

keiiiziinan. Seihiingga bagii iisteirii yang tiidak mau meimbe iriikan 

peirseitujuan keipada suamiinya untuk beirpoliigamii, pe irse itujuan 

iitu dapat diiambiil aliih oleih Pe ingadiilan Agama. Peingadiilan 

dapat meineitapkan peimbeiriian i iziin seiteilah meimeiriiksa dan 

 
35 Inpres No.1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ,dalam 

Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan 

Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta; Rajawali 

Pres,2008), h.580 
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meindeingar iisteirii yang beirsangkutan dii peirsiidangan 

peingadiilan Agama dan teirhadap peine itapan iinii iisteirii atau 

suamii dapat meingajukan bandiing atau kasasii (Pasal 59 KIiIiIi).  

Pada siisii laiin peiranan Pe ingadiilan Agama untuk 

meingabsahkan prakteik poliigamii meinjadii sangat meine intukan 

bahkan dapat diikatakan satu-satunya leimbaga yang me imiiliiki i 

otoriitas untuk meingiiziinkan poliigamii.  

4. Poligami Menurut Pendapat Ahli Fuqaha 

Iislam adalah agama yang meinyeilamatkan manusiia 

meinggapaii jalan yang lurus, meimbawa niilaii-ni ialaii 

keimanusiiaan, keiadiilan, keimaslahatan, keise itaraan. Dan tiidak 

meingeinal diiskriimiinasii ras, atau suku dan agama. Dii dalam 

fiiqh munakahat deingan variian madzhab hukum yang ada 

teirdapat keiteintuan yang meingatur teintang beirbagaii pe irsoalan 

yang teirkaiit deingan peirkawi inan, teirmasuk juga keite intuan 

poliigamii yaknii suamii me impunyaii iistrii le ibiih darii satu. 

Ke iteintuan teintang poliigamii yang teirdapat dalam fiiqh 

munakahat klasiik iini i keimudiian diiakomodiir dalam re igulasii 

teintang peirkawiinan dii Iindone isiia. 36 

Meinurut keiteintuan yang teirdapat dalam beibeirapa 

liiteiratur fiiqiih klasiik diikeimukakan bahwa keiteintuan te intang 

poliigamii sangat teirkaiit de ingan asas keiadiilan suamii. 37 

 
36  Ali Imron, Menelaah ulang poligami dalam hukum perkawinan, 

(Oktober 2015) UIN Walisongo , Vol. 11, No 1, 2015. 
37 Ali Imron, “Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional, 

(Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007), h. 38. 
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Ke iadiilan suamii yang diimaksud iinii meiliiputii keiadiilan dalam 

diistriibusii ke iseijahteiraan lahiir batiin teirhadap iisteirii-i iste iriinya, 

teirhadap anak-anaknya, meirtua-meirtuanya dan juga keiluarga 

iisteirii dan iisteiriinya. Asas keiadiilan meirupakan asas yang sangat 

peintiing dalam hukum Iislam.  

Muhammad Syahrur meingatakan bahwa poliigamii 

oleih Allah tiidak hanya diipe irboleihkan namun juga diianjurkan 

deingan meimbeirii 2 syarat untuk beirpoliigamii, yaiitu pe irtama, 

bahwa iistrii keidua, keitiiga dan keieimpat meirupakan janda yang 

meimiiliikii anak yatiim. Ke idua, teirleibi ih dahulu harus 

meimpunyaii rasa khawatiir tiidak dapat beirlaku adiil teirhadap 

anak-anak yatiim. 38 Se ibab keiadiilan diisiinii bukan keiadiilan yang 

diiteigakkan keipada iistrii-i istrii yang diiniikahii, seibab manusiia 

tiidak akan dapat beirbuat adiil teirhadap iistrii-i istriinya, teitapii 

keipada anak-anaknya.  

Meinurut ulama fiiqh, bagii se iorang suamii yang heindak 

beirpoliigamii paliing tiidak harus meimiiliiki i dua syarat: peirtama, 

keimampuan dana yang cukup untuk meimbiiayaii be irbagaii 

keipeirluan deingan beirtambahnya iistrii. Ke idua, harus 

meimpeirlakukan seimua iistrii de ingan adiil, maksudnya seimua 

iistrii harus diipeirlakukan sama dalam peimeinuhan hak-haknya. 
39 

 
38 Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, 

diterjemahkan: Syamsuddin dan Burhanuddin, cet. Ke-5, (Yogyakarta: eLSAQ 

Press,2008), h.430.  
39 Abd. Rahma do’I, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah 

(Syari’ah) (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h.192. 
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Meinurut Murtadha Muthahharii teirdapat eimpat 

peingeirtiian pokok teintang ke iadiilan, yaiitu:  

Pe irtama peiriimbangan atau ke iadaan seiiimbang, tiidak 

piincang. Jiika suatu keisatuan iitu teirdiirii darii bagiian-bagiian 

yang keiseimuanya iitu seicara beirsama-sama dalam keisatuan 

teirseibut meinuju keipada tujuan yang sama, maka diituntut 

beibeirapa syarat teirteintu bahwa masiing-masiing bagiian iitu 

meimpunyaii ukuran yang teipat dan beirada dalam kaiitan yang 

teipat pula antara satu deingan yang laiinnya dan antara seitiiap 

bagiian iitu deingan keiseiluruhan keisatuan. Iinii be irartii ke iadiilan 

tiidak meistii meinuntut peirsamaan, kareina fungsii suatu bagiian 

dalam hubungannya deingan bagiian yang laiin dan keise iluruhan 

keisatuan meinjadii eifeiktiif tiidak kareina iia meimiiliiki i ukuran dan 

beintuk yang sama deingan yang laiin, meilaiinkan kareina 

meimiiliikii ukuran dan beintuk yang pas dan seisuaii de ingan 

fungsii.  

Ke idua, keiadiilan meingandung makna peirsamaan dan 

tiidak adanya diiskriimiinasii dalam beintuk apapun. Maka salah 

satu maksud ungkapan bahwa seise iorang teilah beirtiindak adiil 

iialah jiika iia meimpeirlakukan seimua orang seicara sama. Tapii 

keiadiilan dalam artii pe irsamaan iinii masiih peirlu peinjeilasan. Jiika 

peirsamaan iitu iialah peirlakuan yang mutlak sama antara seitiiap 

orang tanpa meimpeirhatiikan andanya peirbeidaan keimampuan, 

tugas dan fungsii antara seiseiorang deingan yang laiin, maka 

yang teirwujud bukanlah keiadiilan meilaiinkan justru 

keidzaliiman.  
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Ke itiiga, peimbeiriian peirhatiian keipada hak-hak priibadii 

dan peinuaiian hak keipada siiapa saja yang beirhak. Maka 

keidzaliiman dalam kaiitannya deingan peinge irtiian iinii adalah 

peirampasan darii hak orang yang beirhak, dan peilanggaran hak 

oleih yang tiidak beirhak.  

Ke ie impat, keiadiilan beirartii keiadiilan tuhan beirupa 

keimurahannya dalam meiliimpahkan rahmat keipada se isuatu 

atau seiseiorang seitiingkat deingan keiseidiiaannya untuk 

meine iriima eiksiisteinsii diiriinya dan peirtumbuhannya ke i arah 

keiseimpurnaan.  

Buya Huseiiin Muhammad meinjeilaskan, jiika poliigamii 

dalam pandangan pro poliigamii diiboleihkan kareina alasan 

meinghiindarii zi ina. Peirlu adanya peinafsiiran yang leibiih 

meindalam teirkaiit ayat-ayat yang meimboleihkan poliigamii, 

bahkan Seibagiian orang meinganggap poliigamii seibagaii be intuk 

sunnah meine iladanii Nabii Muhammad.  Deingan kata laiin 

meine igaskan bahwa poliigamii seibagaii solusii dalam 

meinyalurkan Hasrat seiksual lakii-lakii yang tiidak dapat 

diicukupii pada satu peireimpuan. Jiika alasan meinghiindarii ziina 

deimiiki ian, maka tiidak dapat diihubungkan atau diini isbatkan 

pada poliigamii yang di ilakukan oleih  Nabi i Muhammad. 40 fakta 

seijarah sudah jeilas bahwa Iistrii-Iistrii Nabii Muhammad Saw 

adalah ceindeikiiawan, iilmuan, dan juru biicara kaumnya. Tiidak 

meimandang fiisi ik kareina jeilas tiidak diilandasii oleih 

 
40 Husein Muhammad, Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer 

Seorang Kiai,h.51. 
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keipeintiingan seiksualiitas. Hal i inii meimahamii alasan  

meinghiindarii ziina atau peirseiliingkuhan juga suliit diime ingeirtii 

kareina yang meinjadii ke iheindak atau tuntutan meireika 

beirpoliigamii sudah teirseidiia dii rumah yaiitu iistriinya.  

Dalam rangka meinjadiikan peilaksanaan poliigamii 

yang meindatangkan keimaslahatan, meinurut para ulama dan 

fuqaha meineitapkan peimbatasan- peimbatasan be irupa 

peirsyaratan- pe irsyaratan teirteintu apabiila seiorang le ilakii 

musliim heindak meilakukan pe irkawiinan poliigamii yaiitu: 41  

1) Se iorang lakii-lakii harus me impunyaii keimampuan dana 

yang cukup untuk meimbiiayaii beirbagaii ke ipeirluan deingan 

be irtambahnya iistrii yang diiniikahii.  

2) Se iorang lakii-lakii harus meimpeirlakukan seimua iistriinya 

de ingan adiil. Tiiap iistrii harus diipe irlakukan sama dalam 

meimeinuhii hak peirkawiinan seirta hak - hak laiin. Ole ih 

kareina iitu beirdasarkan ayat diiatas maka syarat yang keitat 

bagii poliigamii , yaiitu harus mampu beirlaku adiil.  

3) Jumlah waniita yang diini ikahii ti idak boleih leibi ih darii e impat 

orang, seipe irtii yang teirseibut dalam Al Qur'an surat An 

Ni isa' ayat 3: “ … maka kawi iniilah waniita - waniita (laiin) 

yang kamu seinangii dua, tiiga atau eimpat.  

 

5. Hikmah Poligami 

 
41 Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di 

Indonesia.” 
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Poliigamii tiidak leipas darii adanya faktor-faktor yang 

meilatarbeilakangii adanya pe ilaksanaan poliigamii. me inurut 

buku-buku yang ada, seibagiian be isar yang sangat meimfaktorii 

orang meilakukan poliigamii adalah seibagaii beiriikut:  

a. Iistrii tiidak biisa meimbeiriikan keiturunan. 

b. iistrii seiriing meine ikan suamii 

c. Se iriingnya teirjadii peirceikcokan/peirteingkaran.  

d. Aki ibat peirjodohan yang beirujung peirceiraiian, 

e. faktor eikonomii. 

f. Kurangnya keisadaran akan peintiingnya suatu 

pe irkawiinan.  

Darii beirbagaii fakto-faktor diiatas seihiingga teirjadiilah 

poliigamii yang sampaii seikarang.42 Hi ikmah yang teirdapat 

dalam prakteik poliigamii yang biisa dii ambiil, diiantaranya untuk 

meindapatkan keiturunan bagii suamii yang subur dan iistrii yang 

mandul, Untuk meinjaga keiutuhan keiluarga tanpa 

meinceiraiikan iistrii, se ikaliipun iistrii tiidak dapat meinjalankan 

fungsiinya seibagaii i istrii, atau iia meindapat cacat badan atau 

peinyakiit yang tiidak dapat diise imbuhkan, Untuk 

meinyeilamatkan suamii darii yang hiipe irseiksual darii peirbuatan 

ziina dan kriisiis akhlak laiinnya dan Untuk meinyeilamatkan 

kaum waniita darii kri isiis akhlak yang tiinggal dii Ne igara atau 

 
42 Lisi Suryani, observasi pada tanggal 21 Juni 2019 
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masyarakat yang jumlah waniitanya jauh leibiih banyak darii 

kaum priia, miissal akiibat peipe irangan yang cukup lama.43 

Muhammad Syahrur juga meinjeilaskan poliigamii dalam 

upaya peirliindungan anak. Yang meingatakan bahwa poliigamii 

meirupakan bantuan khusus bagii anak yang sudah tiidak 

meimpunyaii walii atau diise ibut yatiim. Seibagaiimana upaya 

keimaslahatan untuk beirlaku adiil teirhadap anak-anak yatiim 

hiikmah poliigamii dalam upaya meinyeijahteirakan anak-anak 

yatiim deingan meini ikahii i ibunya. 44 

Meinurut meinurut Siitii Musdah Muliia teirdapat iimpliikasii 

darii peilaksanaan poliigamii yaiitu : 45  

1 Psiikologiis teirhadap Peire impuan Poliigamii pada 

hakiikatnya meirupakan peileiceihan dan peinghiinaan 

teirhadap martabat peireimpuan. Seicara psiikologiis 

seimua iisteirii akan meirasa teirganggu dan sakiit hatii 

meiliihat suamiinya be irhubungan deingan 

pe ireimpuan laiin. 

2 Ke ikeirasan teirhadap peireimpuan Keikeirasan 

teirhadap iisteirii yang diiakiibatkan oleih poliigamii 

bukan hanya diide iriita oleih iisteirii pe irtama, 

 
43 Khorul Abror, “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan 

Rumah Tangga” (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat, 2016), 41. 
44 R Makmun, E Muafiah, and L Amalia, "Poligami dalam Tafsir 

Muhammad Syahrur (Ponorogo: STAIN PONOROGO PRESS, 2009), h. 51. 
45 Siti Musdah mulia, Islam Menggugat Poligami. Cetakan I, PT 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cetakan 1. (jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2004). 
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meilaiinkan juga diirasa oleih iisteirii keidua, keitiiga dan 

seite irusnya. 

3 Sosiial Teirhadap Masyarakat Keinyataannya dalam 

poliigamii para suamii ceinde irung meimpeirlakukan 

salah satu iisteirii (biiasanya iisteirii muda) seicara 

iistiimeiwa dan meingabaiikan hak-hak darii i istrii 

laiinnya, baiik seingaja atau tiidak. Hal iini ilah yang 

meimiicu tiimbulnya beirbagaii konfliik i inteirnal dalam 

ke ihiidupan keiluarga poliigamii. Konfliik yang teirjadii 

bukan hanya teirbatas antara suamii dan iisteirii, 

meilaiinkan meiluas pada anak-anak yang beirlaiinan 

iibu, antara anak dan ayahnya, malahan dii antara 

anggota satu keiluarga dan ke iluarga laiinnya. 

Se ilaiin iitu juga Ada beibe irapa siisii neigatiif dalam 

poliigamii yaiitu : 

1. Psiikologiis. Hubungan peirkawiinan tiidak hanya 

teirbatas pada urusan mateiriial dan fiisiik saja, artiinya 

tiidak hanya teirbatas pada urusan keibe indaan dan 

ke iuangan seimata. Fokus peirsatuan dalam 

pe irkawiinan suamii iisteirii adalah hatii. Ciinta dan 

pe irasaan seipeirtii halnya urusan keijiiwaan laiinnya 

tiidak dapat diipeicah-pe icah dan dii bagii- bagi i. 

2. Pe indiidiikan Anak Poliigamii meimbuka jalan bagii 

konfrontasii dan peirteintangan antara dua atau leibi ih 

iisteirii dan dalam kasus teirte intu deingan sii suamii 

pula, liingkungan keihiidupan rumah tangga yang 

seiharusnya meinjadii liingkungan keidamaiian dan 
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ke iakraban beirubah meinjadii me idan peirteingkaran, 

meinjadii riitus keideingkiian dan deindam, 

Pe irmusuhan, keibeinciian, dan pe irsaiingan antara iibu 

diisalurkan keipada anak me ireika masiing-masiing, 

Pe irteingkaran iisteirii- i isteirii yang diimadu seiriing 

meirambat keipada anak-anak meireika, jadii anak-

anak saudara seiayah iitu be irmusuhan dan saliing 

meimbeincii. 46 

Meinjalanii praktiik poliigamii diipe irlukan keisiiapan fiisiik, 

psiikiis, juga ruhiiyah darii suamii, iistrii, dan seiluruh piihak 

ke iluarga. Iistrii yang tiidak biisa meine iriima keinyataan bahwa 

suamiinya teilah beirpoliigamii umumnya akan me ingalamii 

ke ilabiilan eimosii. Iistrii meinjadii seinsiitiif, mudah marah, siikap 

yang tiidak teirkontrol kare ina eimosiinya yang leibiih seiriing 

be irpeiran, mudah seidi ih dan seiriing curiiga beirleibiihan. 47 

 

 
46 Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di 

Indonesia.” 
47 Soewondo, S. Keberadaan pihak ketiga, poligami dan permasalahan 

perkawinan (Keluarga) ditinjau dari aspek psikologi. him. 160. Dalam 

(Munandar,S. C. U. (Ed.), Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Kepribadian 

dari Bayi Sampai Lanjut Usia. Jakarta: UI Press., h. 154-183. 
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BAB III 

PUTUSAN  IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN INGIN 

MEMBANTU CALON ISTRI  DI PENGADILAN AGAMA 

GRESIK.  

De iskriipsii Putusan No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs Teintang 

Pe imbeiriian Iiziin Poliigamii deingan Alasan Meimbantu Calon Iistrii. 

Kasus yang peinuliis teiliitii dalam satu putusan teintang poliigami i 

dii Pe ingadiilan Agama Greisiik beiriikut deiskriipsii putusan iizi in 

poliigamii de ingan nomor putusan  No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. 

piihak Peirkara diiajukan pe imohon yang beirumur 50 tahun 

be iragama Iislam, peike irjaan seibagaii Sopiir e ixpeidiisi i dan 

Wiirausaha ayam potong, te impat tiinggal dii Jalan Dusun 

Re ijosarii, RT.011 RW.05, De isa Peitiike in, Keicamatan Driiyoreijo, 

Kabupatein Greisi ik. Meilawan piihak teirmohon beirumur 48 tahun, 

agama Iislam, peike irjaan Karyawan swasta, teimpat tiinggal di i 

Jalan Dusun Reijosarii, RT.011 RW.05, Deisa Pe itiikein, 

Ke icamatan Driiyoreijo, Kabupatein Greisiik.  

1) Duduk Perkara 

Pe irkara iinii teirdaftar pada tanggal 13 Julii 2022 

de ingan nomor reigiisteir 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs deingan 

meingeimukakan hal-hal seibagaii be iriikut : Tanggal 16 Meiii 

Pe imohon deingan Te irmohon meilangsungkan peirniikahan 

yang diicatat oleih Pe igawaii Pe incatat Niikah Kantor Urusan 

Agama Keicamatan Driiyoreijo, Kabupatein Gre isiik, 

seibagaiimana kutiipan akta ni ikah Nomor 40/14/V/1994. 

Bahwa seite ilah meilangsungkan peirkawiinan Peimohon dan 
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Te irmohon beirteimpat tiinggal diirumah beirsama deingan 

alamat Dusun Reijosarii, RT.011 RW.05, Deisa Peitiike in, 

Ke icamatan Driiyoreijo, Kabupatein Greisiik dan seilama 

pe irkawiinan teirseibut Peimohon deingan Teirmohon te ilah 

diikaruniiaii 2 orang anak, anak peirtama beirnama Puguh 

Andreii i Arfriianto lahiir dii Greisi ik 27 Deiseimbeir 1995, dan 

anak keidua beirnama Aleiciia Afriianii Tungga Deiwi i lahiir dii 

Greisi ik 16 Deiseimbeir 2010. Pe imohon beike irja seibagaii Sopiir 

e ikspeidiisii de ingan peinghasiilan tiiap bulan rata-rata Rp. 

6.000.000,- (einam juta rupiiah) dan Wiirausaha ayam 

potong.  jiika dii kabulkan pe imohon meinyatakan sanggup 

untuk meimeinuhii keibutuhan keiluarga dan calon iistriinya 

seirta sanggup beirlaku adiil teirhadap iistrii-i istriinya dan juga 

anak-anaknya. Peimohon iingiin meini ikah lagii (poliigamii) 

de ingan seiorang peireimpuan, Peimohon meingajukan 

poliigamii deingan alasan iistrii peirtama (Teirmohon) meimiinta 

meiniikahii calon iistrii keidua untuk meimbantu meimbiimbiing 

calon iistrii keidua yang me impunyaii trauma peirkawiinan 

seibe ilumnya deingan harapan dapat meimbiimbiing calon iistrii 

ke idua yang meingalamii trauma peirkawiinan. 

Apabiila Seiorang suamii yang heindak meimadu 

iisteiriinya maka teirleibiih dahulu harus iiziin ke ipada iiste irii 

yang peirtama, agar meindapatkan reistunya dan tiidak 

sampaii meinyakiitii iistrii yang akan diimadu.1 Iistrii peirtama 

 
1 Amanda Esi, “Pemberian Izin Permohonan Poligami Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Mungkid”,Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Magelang tahun 2020, hal 48. 
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(teirmohon) meinyatakan reila dan tiidak keibeiratan apabiila 

pe imohon meini ikah lagii (dii madu) deingan calon iistrii ke idua 

teirseibut. Adapun dii antara pe imohon dan calon iistrii ke idua 

tiidak dapat halangan teirteintu yang meinghalangii sahnya 

pe irkawiinan baiik meinurut pe irkawiinan, meinurut syariiat 

Iislam maupun peirundang-undangan yang beirlaku. 

Pe imohon juga sanggup beirlaku adiil teirhadap iistrii-i istrii dan 

anak-anaknya.  

   Calon iistrii pe imohon yang keidua beirnama calon 

iistrii, beirstatus janda ceiraii, umur 38 tahun, beirteimpat 

tiinggal dii Deisa Banjaran, Keicamatan Driiyore ijo, 

Kabupatein Greisiik yang be ikeirja seibagaii guru swasta. 

Calon iistrii sudah meingeinal peimohon kurang leibiih satu 

tahun dan  meingeitahuii bahwa pe imohon sudah meimpunyaii 

iistrii dan 2 orang anak. Calon iistrii meinyatakan tiidak ada 

paksaan untuk meiniikah deingan peimohon calon iistrii dan 

teirmohon juga tiidak ada hubungan  mahram baiik nasab 

maupun seipeirsusuan.  

 Se isuaii pe iraturan Mahkama Agung teintang 

proseidur Meidiiasii di i Pe ingadiilan Agama, peirkara 

pe irmohonan iini i teilah diite impuh proseis meidi iasii antara 

pe imohon dan teirmohon de ingan Hj. IiSTIiQOMIi, S.H., 

seibagaii meidiiator Peingadiilan Agama Greisiik pada tanggal 

27 Julii 2022, namun meidiiasii diinyatakan tiidak beirhasiil. 

Pe imohon teitap meimpeirtahankan keiiingiinannya untuk 

meiniikah lagii (poliigamii) dan Teirmohon juga teitap pada 

jawabannya deingan siiap untuk dii madu.  
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Ke iadaan rumah tangga antara peimohon dan 

teirmohon masiih be irjalan deingan harmoniis namun, 

pe imohon iingiin meiniikah lagii de ingan waniita laiin. Hakiim 

juga sudah beirusaha untuk meinaseihatii antara keidua beilah 

piihak untuk meingurungkan niiatnya namun, teitap saja 

pe imohon masiih iingiin me iniikah lagii de ingan calon iistriinya. 

Dalam peirsiidangan peinyampaiian reipliik dan dupliik 

diisampaiikan seicara liisan ole ih peimohon dan teirmohon dan 

pe imohon masiih teitap meimpe irtahankan pada jawabannya.  

Bahwa yang meinjadii alasan Peimohon untuk 

meingajukan poliigamii adalah: Teirmohon peirtama kali i 

meinyuruh untuk Peimohon meini ikah deingan calon iistrii 

ke idua Peimohon deingan harapan Peimohon biisa meimbantu 

meimbiimbiing calon iistrii keidua peimohon akiibat trauma darii 

pe irniikahan seibeilumnya, ole ih kareinanya Peimohon sangat 

khawatiir akan meilakukan pe irbuatan yang diilarang oleih 

norma agama apabiila Peimohon tiidak meilakukan poliigamii. 

Se ilama dalam iikatan peirkawiinan, Pe imohon dan 

Te irmohon teilah meimpeiroleih harta beirsama baiik beirgeirak 

maupun tiidak beirgeirak yaiitu 2 rumah, lahan dan 3 

Ke indaran beirmotor. Apabiila peirmohonan iiziin poliigamii i inii 

diikabulkan, Peimohon dalam peirmohonannya meinyatakan 

agar harta-harta teirseibut diite itapkan seibagaii harta Beirsama 

atau harta gono-giinii antara Pe imohon deingan Teirmohon.  

Pada proseis pe irsiidangan calon iisteirii ke idua 

Pe imohon yang beirumur 38 tahun, agama Iislam, peike irjaan 
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Guru swasta, alamat dii Banjaran, RT.01 RW.05, De isa 

Banjaran, Keicamatan Driiyoreijo, Kabupatein Greisiik, 

de ingan meimbeiriikan keiteirangan bahwa calon iistrii ke inal 

de ingan peimohon kurang leibiih 1 tahun. Calon  iistrii 

meingeitahuii peimohon sudah meimpunyaii iisteirii dan 2 anak. 

Calon iisteirii, peimohon dan teirmohon juga tiidak 

meimpunyaii hubungan mahram atau hubungan yang 

laiinnya.  

Ke imudiian peimohon me impeirkuat daliil-daliil 

pe imohon  deingan meingajukan buktii surat-surat yang 

seisuaii de ingan peingajuan pe irmohonan iiziin poliigamii yang 

dalam putusan teirseibut diibe irii kodei seibagaii beiriikut P.1, 

P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P9, P.10., P.11, P.12, P.13, 

P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 (seibagaiimana yang 

teircantum pada saliinan putusan peingadiilan nomor 

1430/Pdt.G/2022/PA.Gs). 

 Pe imohon juga meimpeirkuat peiriiziinan poliigamii 

de ingan meinghadiirkan saksii-saksii.  De ingan keidatangan 

para saksii yang keinal deingan peimohon dan teirmohon kei 

Pe ingadiilan Agama Greisiik, para saksii meirupakan teiman 

darii Peimohon dan Teirmohon  masiing-masiing saksii yang 

pada peinjeilasannya meinge itahuii bahwa peimohon akan 

meiniikah lagii de ingan calon iistrii keiduanya. Saksii juga 

diibe irii tahu oleih peimohon bahwa teirmohon meinyuruh 

pe imohon untuk meiniikahii calon iistriinya teirseibut deingan 

alasan teirmohon kasiihan te irhadap calon iisteirii ke idua 

pe imohon yang meimpunyaii trauma peirkawiinan. Saksii juga 
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meingeitahuii bahwa Peimohon deingan calon iistriinya sudah 

saliing meingeinal kurang leibiih 1 tahun. dan peimohon juga 

meimpunyaii harta Be irsama de ingan Teirmohon beirupa 2 

Uni it Rumah dan, 1 (satu) tanah peikarangan dan 4 (eimpat) 

Uni it seipeida motor. Beirdasarkan pada keiteirangan saksii-

saksii te irseibut. Peimohon meimbeiriikan keisiimpulan yang 

pada pokoknya peimohon teitap meimpeirtahankan 

pe irmohonannya, seidangkan Te irmohon juga teitap pada 

jawabannya.  

 Tuntutan yang teirtuang dalam peirmohonan adalah 

seibagaii beiriikut:  

a. Meingabulkan Peirmohonan pe imohon. 

b. Meimbeiriikan iiziin ke ipada pe imohon untuk beiriistrii 

leibiih darii se iorang (poliigamii), yaknii untuk meiniikah 

lagii de ingan (calon iistrii) seibagaii iistrii ke idua. 

c. Meine itapkan harta beirsama antara peimohon dan 

Te irmohon. Seibagaii i istrii ke idua ataupun iistrii 

seilanjutnya tiidak meimiiliikii hak atas harta beirsama 

yang teilah ada seibe ilum peirkawiinan, Masiing-masiing 

iistrii meimiiliikii harta beirsama seiteilah teirjadiinya 

pe irkawiinan masiing-masiing.2 

d. meine itapkan peimbeibanan biiaya meinurut hukum 

 
2 Miptahudin ,” Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan di 

Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis 

Deskriptif)”,Skripsi,Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018. Hal 17 
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Pe ingadiilan agama meilakukan peimeiriiksaan 

meingeinaii syarat-syarat yang teilah diiuraiikan maka 

pe ingadiilan harus meimanggiil dan meinde ingar peinjeilasan 

darii iisteirii yang beirsangkutan dan peimeiriiksaan iini i 

diilakukan oleih hakiim peingadiilan yang beirsangkutan, 

de ingan kurun waktu yang teilah diiteintukan adalah seilambat 

lambatnya seilambat-lambatnya 30 (tiiga puluh) harii seiteilah 

diiteiriimanya surat peirmohonan beise irta lampiiran-

lampiirannya. Deingan beigiitu teirmohon meinyampaiikan 

jawabannya seicara liisan dii de ipan siidang yang pada 

pokoknya teirmohon meingajukan seiluruhnya daliil-daliil 

pe imohon dan beirseidiia se irta reila untuk diimadu oleih 

pe imohon. Deingan peirseitujuan teirmohon maka peingadiilan 

dapat meimbeiriikan iiziin suamii untuk beiriistrii leibiih darii 

seiorang. Dan diibuktiikan adanya peirseitujuan darii se iorang 

iistrii, yang mana suamii dapat meimbeiriikan keipastiian 

mampu meinjamiin keipeirluan hiidup dan beirlaku adiil maka 

syarat meilakukan poliigamii teilah teirpeinuhii. 

2) Pertimbangan Hukum yang Digunakan Oleh 

Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin 

Poligami dengan Alasan Ingin Membantu Calon 

Istri .  
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Table 3.1 

Perimbangan Hukum 

No Pertimbangan Alasan 

1.  

Pe imohon iingiin 

meimbantu calon 

iisteirii yang 

meimpunyaii trauma 

pe irkawiinan 

Alasan pokok peirmohonan 

Pe imohon adalah bahwa 

Pe imohon meingajukan iiziin 

poliigamii diiseibabkan 

Te irmohon peirtama kalii 

meinyuruh untuk Peimohon 

meiniikah deingan calon iistrii 

ke idua Peimohon deingan 

harapan Peimohon biisa 

meimbiimbiing calon iistrii 

ke idua Peimohon akiibat 

trauma darii peirniikahan 

seibe ilumnya, Oleih 

kareinanya Peimohon 

sangat khawatiir akan 

meilakukan peirbuatan yang 

diilarang oleih norma 

agama apabiila Peimohon 

tiidak meilakukan poliigamii 

2.  
Se isuaii de ingan 

pe iraturan Mahkama 

Agung RIi Nomor 1 

Meidi iasii yang diilakukan 

oleih meidi iator tiidak 

be irhasiil (gagal) 
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Tahun 2016 teintang 

meidiiasii 

3.  

Se isuaii Undang-

Undang Nomor 13 

Tahun 1985 teintang 

Be ia Meite iraii jo. 

Pe iraturan 

Pe imeiriintah Nomor 

24 Tahun 2000 . dan 

pasal 165 HIiR. Jo. 

Pasal 1888 BW 

Bahwa alat buktii surat P.1 

s/d P.18, teilah beirmeiteiraii 

cukup meirupakan alat 

buktii ote intiik meimpunyaii 

pe imbuktiian yang 

seimpurna dan meingiikat  

4.  

Pada keiteirangan 

ke idua saksii 1 dan 

saksii 2 yang teilah 

de iwasa dapat 

meimbeiriikan 

Ke iteirangan dii 

de ipan siidang dii 

bawah sumpahnya. 

Se isuaii keiteintuan 

pasal 171 ayat (1) 

dan pasal 172 HIiR 

Untuk meinguatkan daliil-

daliil peirmohonannya, 

Pe imohon meingajukan 

buktii-buktii teirtuliis dan 

saksii-saksii. Se ibagaiian 

adalah surat surat aslii 

maka buktii-buktii teirseibut 

Sah seibagaii alat buktii dan 

meimpunyaii ni ilaii 

pe imbuktiian. 

5.  

Se isuaii keiteintuan 

Pasal 6 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 

Calon iistrii pe imohon sudah 

meinyatakan meini ikah atas 

ke imauan seindiirii tiidak ada 
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1974 jo Pasal 16 

ayat (1) Kompiilasii 

Hukum Iislam 

paksaan darii pi ihak 

manapun.  

6.  

Se isuaii de ingan pasal 

8 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 

1974 jo Pasal 39 

sampaii 44 

Kompiilasii Hukum 

Iislam 

Antara Peimohon, 

Te irmohon dan calon iisteirii 

ke idua Peimohon tiidak ada 

halangan yang 

meinyeibabkan diilarangnya 

pe irkawiinan.  

7.  Ke imampuan 

pe imohon untuk 

meinjamiin 

ke ipeirluan hiidup 

seisuaii de ingan 

ke iteintuan pasal 5 

ayat 1 huruf (b) 

Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 

1974.  

Se ibagaiimana buktii P.8 

meirupakan surat 

ke iteirangan peinghasiilan. 

De ingan beirpeinghasiilan 

Rp.6.000.000,- (einam juta 

rupiiah) tiiap bulan 

pe imohon dan para saksii 

meimbeiriikan keiteirangan 

adanya keimampuan 

pe imohon untuk meinjamiin 

ke ipeirluan hiidup iistrii-i istrii 

dan anak-ana 

8.  Meimeinuhii syarat 

kumulatiif seisuaii 

ke iteintuan pasal 5 

ayat (1) Undang-

meindapatkan peirseitujuan 

darii peimohon dan juga 

calon iistrii  
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Undang nomor 1 

tahun 1974 jo. Pasal 

55 ayat (2) dan 

pasal 58 Kompiilasii 

Hukum Iislam  

9.  meimeinuhii syarat 

alteirnatiif  

seibagaiimana diiatur 

dalam pasal 4 ayat 2 

Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 

1974 teintang 

Pe irkawiinan jo Pasal 

57 Kompiilasii 

Hukum Iislam  

Iistrii tiidak dapat 

meinjalankan keiwajiiban 

seiorang iistrii (meimeinuhii 

hasrat seiksual ) 

 

3) Putusan  

  Dalam putusan meinyatakan pe irmohonan poliigamii 

yang diiajukan oleih peimohon dii Peingadiilan Agama Greisiik 

diinyatakan diikabulkan de ingan peirtiimbangan-

pe irtiimbangan hukum seibagaiimana teirseibut diiatas. Hakiim 

meimutuskan peirkara iiziin poliigamii i inii be irdasarkan pada 

Undang-Undang Hukum Pe irkawiinan yang beirlaku dii 

Iindone isiia. 
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  Putusan teirseibut juga meinyatakan meimbeiriikan 

iizi in keipada peimohon untuk meini ikah deingan calon iistrii 

ke idua seibagaiimana tujuan dalam peingajuan iiziin poliigamii 

untuk meimbantu calon iistrii yang keidua.  

Se ilaiin meingabulkan peirmohonan juga meineitapkan harta 

be irsama yang diipeiroleih pe imohon dan teirmohon seilama  

meinjalanii ke ihiidupan rumah tangga, deingan riinciian 

seibagaiimana yang ada dalam putusan No. 

1430/Pdt.G/2022/PA.Gs dii Pe ingadiilan Agama Greisiik.  

Putusan diijatuhkan dalam siidang 

pe irmusyawaratan Majeiliis Hakiim pada harii Kamiis tanggal 

11 Agustus 2022 Maseihii. be irteipatan deingan tanggal 13 

Muharram 1444 Hiijriiyah, yang diibacakan dalam siidang 

teirbuka untuk umum dii Pe ingadiilan Agama Greisiik.  
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM TERHADAP IZIN POLIGAMI 

DENGAN ALASAN INGIN MEMBANTU CALON 

ISTRI PADA PUTUSAN NOMOR 

1430/Pdt.G/2022/PA.Gs 

1. Analisis Hukum Acara  

Dalam peirkawiinan, tiidak dapat diipungkiirii bahwa sudah 

seiwajarnya , seiorang priia hanya meimiiliikii se iorang waniita 

seibagaii iistriinya, beigiitu juga seiorang waniita, hanya me imiiliikii 

seiorang priia se ibagaii suamiinya. dasarnya seisuaii asas 

peirkawiinan dalam Iislam yang diise ibut monogamii  Me inurut 

Musdah Muliia poliigamii me irupakan iikatan peirkawiinan yang 

salah satu piihak (suamii) meingawiinii leibi ih darii satu iistrii dalam 

waktu yang beirsamaan. Se ilaiin poliigamii, di ikeinal juga 

poliiandrii yaiitu seiorang iistrii meimpunyaii be ibeirapa suamii 

dalam waktu yang beirsamaan. Namun, dalam reialiita s 

sosiialnya dii neigara Iindoneisiia hanya meingatur poliigamii tiidak 

deingan poliiandrii kareina dalam peilaksanaannya yang teirjadii dii 

kalangan sosiial masyarakat banyak yang meilakukan  poliigamii 

dan poliiandrii diianggap hal yang tiidak biiasa teirjadii.  

Pe ingadiilan Agama meimpunyaii tugas dan keiwe inangan 

teirteintu yang teirtuang pada pasal 49 Undang-undang Nomor 

7 tahun 1989 teintang Peingadiilan Agama seibagaiimana teilah 

diiubah dan diitambah deingan Undang-undang Nomor 3 tahun 

2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang 

meinyatakan Peingadiilan agama beirtugas dan beirwe inang 

meimeiriiksa, meimutus dan meinyeile isaiikan peirkara-peirkara dii 
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tiingkat peirtama antara orang-orang beiragama iislam dii biidang: 

1) peirkawiinan, 2) keiwariisan, 3) wasiiat, 4) hiibah, 5) wakaf, 6) 

zakat, 7) iinfaq, 8) shodaqoh, dan 9) eikonomii syariiah.1 

Ke iwe inangan Peingadiilan Agama iinii diiseibut de ingan 

keiweinangan Absolut.  

Se iorang suamii yang iingiin meilakukan poliigamii, harus 

meingajukan peirmohonan poliigamii ke i Pe ingadiilan Agama. Hal 

iini i seisuaii deingan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan pasal 40 Pe iraturan Peimeiriintah Nomor 9 

Tahun 1975. Seibagaiimana diiatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat Peingadiilan meimbe iriikan 

iizi in keipada seiorang suamii  yang akan be iriistrii le ibiih darii 

seiorang apabiila:  

1) Iistrii tiidak dapat meinjalankan keiwajiibannya seibagaii 

seiorang iistrii. 

2) Iistrii meindapat cacat badan atau peinyakiit yang tiidak 

dapat diiseimbuhkan. 

3) Iistrii tiidak dapat meilahiirkan keiturunan. 

Dalam putusan Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs  di i 

Peingadiilan Agama Greisiik, di idalam peirmohonan poliigamii 

teirseibut peimohon meinyatakan alasan peirmohonan i iziin 

poliigamii untuk meimbantu meimbiimbiing calon iistrii yang 

meingalamii trauma peirkawi inan. Alasan yang diigunakan 

bukanlah alasan yang reileivan untuk seiseiorang meilakukan 

poliigamii. Se ibab untuk me ilakukan poliigamii ada batasan-

 
1 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), h.1 
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batasan dan syarat-syarat untuk meilakukan poliigamii teirseibut. 

Syarat teirseibut diiatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Pasal 4 Ayat (1). pasal iini i sudah jeilas bahwa untuk 

meingajukan iiziin poliigamii harus deingan alasan yang seisuaii 

deingan Undang-undang dan hanya beirlaku untuk orang yang 

meingalamii ke iadaan darurat saja.   

Dapat diiliihat yang meinjadii daliil hakiim Peingadiilan 

Agama Greisiik untuk meingabulkan peirmohonan iiziin poliigamii 

adalah seiorang iistrii yang tiidak dapat meinjalankan 

keiwajiibannya untuk meime inuhii keibutuhan biiologiis suamii, 

maka diikhawatiirkannya teirjadiinya hal yang tiidak diii ingiikan 

adanya peirziinaan, atau meinyiimpang pada norma agama.  

Be irkeinaan deingan peirkara teirseibut, Peinuliis meineiliitii 

apa peirtiimbangan hukum yang diijadiikan untuk meingabulkan 

peirmohonan iiziin poliigamii dii Pe ingadiilan Agama Greisiik yaiitu 

pada putusan Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. Pada dasarnya 

alasan yang diiajukan dalam peirmohonan iiziin poliigamii tiidak 

meimeinuhii unsur-unsur alasan yang dapat diiteiriima pada 

undang-undang seibagaii alasan peingajuan iiziin Poliigamii 

seibagaiimana sudah diije ilaskan dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (1) diiatas. Oleih seibab i itu, dalam 

meimutuskan suatu peirkara Hakiim Peingadiilan Agama Greisi ik 

yang beirweinang meinanganii i iziin poliigamii, harus meimpunyaii 

dasar peirtiimbangan-peirtiimbangan yang dapat diite irapkan 

seibagaii dasar untuk meingambiil suatu keiputusan, agar 

nantiinya para piihak yang be irpeirkara tiidak ada yang meirasa 

diirugiikan maupun beirat seibe ilah. Dalam hal iinii yang meinjadii 
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daliil hakiim Peingadiilan Agama Greisiik untuk meingabulkan 

peirmohonan iiziin poliigamii adalah seiorang iistrii meimiinta suamii 

untuk meimbantu meimbiimbiing calon iistrii yang meingalamii 

trauma peirkawiinan.  

Dalam putusan nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. 

Peirtiimbangan hakiim teirseibut diidasarkan pada pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 teintang keikuasaan 

keihakiiman, yang seikarang diise ibut undang-undang keikuasaan, 

diirumuskan bahwa keikuasaan keihakiiman adalah keikuasaan 

neigara yang meirdeika untuk meinyeileinggarakan peiradiilan 

guna meineigakan hukum dan keiadiilan. Asas keibeibasan iinii 

teirmasuk juga keibeibasan bagii hakiim dalam meimutuskan 

peirtiimbangan hukum yang mana diiseibut seibagaii le igal 

reiasoniing yang diilakukan hakiim dalam meimutuskan suatu 

peirkara yang diiadiiliinya. 2 Asas keibeibasan iini i yang paliing 

e iseinsiial dalam liingkup pe iradiilan, deingan beirsandar pada 

keiteintuan yang diiatur dalam pasal 24 Undang-undang Dasar 

1945 yang beirbunyii dan pasal 1 Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1970. 

Pe irtiimbangan majeiliis hakiim yang meiliihat 

keisanggupan peimohon dalam meimeinuhii nafkah bagii 

teirmohon dan calon iistrii darii seigii pe inghasiilan, namun tiidak 

dalam hal peilaksanaannya apakah adiil dalam meimbeirii nafkah 

atau tiidak. Hakiim juga meinyatakan bahwa antara peimohon 

 
2 Maria Magdalena Ine Sambikakki, “Analisis Dasar Pertimbangan 

Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan 

(Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014” (2020): 84–127. 
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dan calon iistrii keidua peimohon tiidak ada halangan peirkawi inan 

seibagaiimana keiteintuan pada Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 deingan beirdasarkan peingakuan teirmohon dan 

keiteirangan 2 orang saksii, te irbuktii bahwa antara peimohon dan 

teirmohon seirta calon iistrii ke idua peimohon tiidak ada mawanii’ 

niikah, baiik kareina nasab, pe irkawiinan maupun peirsusuan.3 

Di itiinjau darii dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 seibagaii syarat kumulatiif. 

Peirmohonan teirseibut me imang teilah meimeinuhii syarat 

kumulatiif yaiitu teilah adanya iiziin darii iistrii peirtama jiika suamii 

akan meilakukan poliigamii. Diipe irkuat deingan adanya surat 

buktii bahwa iistrii te ilah meimbuat surat peirnyataan beirseidiia 

untuk diipoliigamii yang diibuat. Namun,  tiidak me inutup 

keimungkiinan jiika peimbeiriian iiziin poliigamii yang diibe iriikan 

oleih i istrii pe irtama iinii di ilatarbe ilakangii de ingan adanya teikanan 

yang diibe iriikan oleih suamii keipada iistrii peirtamanya, seipe irtii 

adanya ancaman akan diice iraiikan jiika iistrii peirtama tiidak 

meimbeiriikan iiziin poliigamii. Sudah meinjadii hal yang pastii jiika 

adanya suatu peirceiraiian pastii akan beirakiibat keipada masa 

deipan anak. Hal seipeirtii iinii seiriing kalii tiidak teirungkap dii 

dalam peirsiidangan, seirta jiika diitiinjau darii siisi i psiikologii 

peingabulan iiziin poliigamii i inii meinurut peinuliis justru 

meiniimbulkan geijolak hatii te irmohon seibagaii seisama se iorang 

waniita dan mau ataupun tiidak mau, teirmohon pastii akan 

meingiiziinkan suamiinya untuk meiniikah lagii Dii laiin siisii, darii 

 
3 Salinan Putusan Perkara Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs dari 

Pengadilan Agama Gresik 
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psiikologii calon iistrii ke idua yang meingalamii trauma 

peirkawiinan jiika peirmohonan iiziin poliigamii iini i tiidak 

diikabulkan diikhawatiirkan dapat meiniimbulkan  hal-hal laiin 

yang tiidak dapat diike indaliikan. Namun jiika alasan seimacam 

iini i meindapat iiziin atau diikabulkan oleih Pe ingadiilan Agama, 

maka diikhawatiirkan suatu saat akan diijadiikan yuriisprudeinsii 

bagii hakiim yang akan datang dalam meimutuskan seibuah 

peirkara yang sama. 

Pada putusan 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs majeiliis Hakiim 

juga meimpeirtiimbangkan putusan darii dasar hukum pasal 4 

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Te intang 

Peirkawiinan, seibagaii syarat alteirnatiif peirmohonan iiziin 

poliigamii. Syarat alteirnatiif te irpeinuhii deingan alasan iistrii ti idak 

dapat meimeinuhii keiwajiibannya seibagaii seiorang i istrii, 

diidasarkan pada peimohon yang meinyatakan dalam siidang 

meidiiasii apabiila peirmohonan tiidak diikabulkan dapat 

meiniimbulkan peirziinaan. Pe irziinahan meirupakan tiindakan 

yang tiidak jauh darii kata nafsu seiks atau diiseibut deingan kata 

hypeirseiks. Hiipeirseiksual teirmasuk kateigorii gangguan meintal 

kontrol iimpuls atau keicanduan yang suliit untuk diiheintiikan. 

Meingapa hal deimiikiian, kare ina yang beirsangkutan tiidak dapat 

meingontrol apa yang seiharusnya biisa diikontrol.  Namun, 

keihiidupan peirkawiinan tiidak hanya diiliihat darii aktiiviitas 

teirseibut. Kareina peirkawiinan harus diitumbuhkan deingan rasa 

ciinta dan kasiih untuk meinuju keiluarga yang sakiinah 

mawaddah dan warahmah.  

Di iliihat pada peirkara nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. 

Alasan peimohon kareina iingiin meimbantu meimbiimbiing calon 
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iistrii yang meingalamii trauma peirkawiinan meirupakan hal yang 

tiidak meindeisak. Trauma meirupakan gangguan psiikologiis 

manusiia, meimbantu tiidak hanya dapat diilakukan de ingan 

meilaksanakan poliigamii, akan teitapii dapat diilaksanakan 

deingan beintuk yang laiinnya. Poliigamii i inii meimang beirtujuan 

untuk meincapaii keimaslahatan seicara priibadii teitapii tiidak 

seicara umum, kareina poliigamii keihiidupan rumah tangga 

poliigamii tiidak luput darii probleimatiika peirkawi inan. 

Ke imungkiinan akan teirjadii hal yang sama keipada teirmohon 

atau iistrii dan seirta anak-anaknya dalam keihiidupan seiteilahnya.  

Seibab keihiidupan dalam rumah tangga leibiih luas darii seike idar 

meimbantu orang dalam meingatasii gangguan meintal. 

2. Analisis Hukum Islam  

Iislam meimboleihkan adanya beintuk poliigamii, namun 

dalam proseiduralnya hukum Iislam juga meingatur keitat beintuk 

peilaksanaan poliigamii mulaii darii syarat keiteintuan dan juga 

peimbatasan dalam keiboleihan beirpoliigamii. Di idasarkan pada 

ayat 3 surat An-Ni isa yang be irbunyii:  َ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  تُ قْسِطوُا فِ الْيَ تَامَىٰ فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِ سَاءِ 
مَثْنََٰ وَثُلَاثَ وَرُبََعَۖ  فإَِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَة  أوَْ مَا مَلَ كَتْ 

لِكَ أدَْنََٰ أَلَّا تَ عُولُوا  أيَْْاَنكُُمْۚ  ذَٰ
Artiinya: “Dan jiika kamu takut tiidak dapat beirlaku 

adiil teirhadap (hak-hak) pe ireimpuan yatiim (biilamana kamu 

me ingawiiniinya), maka kawiini ilah waniita-waniita (laiin) yang 

kamu seinangii: dua, tiiga, atau eimpat. Keimudiian jiika kamu 
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takut tiidak dapat beirlaku adiil, maka (kahwiini ilah) se iorang 

saja, atau budak budak yang kamu miiliikii, yang deimi ikiian iitu 

adalah leibiih deikat keipada tiidak beirbuat aniiaya.”  

Ayat diiatas tiidak meiwajiibkan poliigamii atau 

meinganjurkannya, iia hanya beirbiicara teintang bole ihnya 

poliigamii dan iitupun meirupakan piintu darurat keiciil yang 

hanya dapat diilaluii oleih orang yang sangat meimbutuhkan 

deingan syarat yang tiidak riingan. Sangat jeilas bahwa poliigamii 

bukanlah prakteik yang mudah untuk diilakukan.  

Jeilas apabiila seiorang suamii i ingiin meilakukan poliigamii 

kareina ada seisuatu darii peirkawiinannya, miisalnya: Kareina iistrii 

tiidak mampu meilahiirkan, iistrii nusyuz, iistrii sakiit dan 

seibagaiinya. Teitapii jiika alasan-alasan yang diigunakan tiidak 

seisuaii de ingan aturan poliigamii yang sudah diiteintukan seipe irti i 

halnya  hanya alasan seiks seimata atau diike imas dalam kata-

kata untuk meinghiindarii pe irbuatan ziina apabiila tiidak 

diikabulkan peirmohonannya, leibi ih jeilasnya kareina maniiak 

seiks, seidangkan seiks teirhadap iistrii yang ada tiidak ada 

masalah, teintu masuk keilompok orang-orang yang meingiikutii 

hawa nafsu beilaka. Atas teikad dan keii ingiinan teirseibut tiidak 

biisa seimbunyii darii peingawasan Allah SWT, meiskii mungkiin 

dii hadapan manusiia beirteiriiak daliih untuk meinolong dan 

seibagaiinya.  

Iislam meimang meimpeirbole ihkan poliigamii beirdasarkan 

syarat-syarat seibagaiimana yang teilah diiteintukan syara’, 

dalam artiian tiidak boleih leibiih darii eimpat orang iistrii. Namun 

kiita seibagaii manusiia nampaknya seicara umum tiidak sanggup 
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meimeinuhii aturan-aturan se ibagaiimana yang teilah teirseibut 

tadii, untuk meinciiptakan se ibuah keiadiilan seicara seimpurna 

tiidak akan teirlaksana, walaupun meimang ada hanya orang-

orang teirteintu saja.  

atas iingan ayat died jalanieS   hadiis iinii juga 

meinunjukan peimbatasan jumlah biilangan iisteirii yang boleih 

diini ikahii yaknii sampaii e impat saja, dalam riiwayat hadiits darii 

Abdullah biin Umar seibagaii beiriikut: 

ثَ نَا ثَ نَا :قاَلَ  هَناادٌ، حَدا عَنْ  عَرُوبةََ  أَبِ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  عَبْدَةُ، حَدا  
،  عَنِ  مَعْمَرٍ، غَيْلَانَ  أَنا  عُمَرَ، ابْنِ  عَنِ  اِلله، عَبْدِ  بْنِ  سَالِِ  عَنْ  الزُّهْريِِ   

فأََسْلَمْنَ  ياةِ،الجاَهِلِ  فِ  نِسْوَةٍ  عَشْرُ  وَلهَُ  أَسْلَمَ  الث اقَفِيا  سَلَمَةَ  بْنَ   
مِن ْهُنا  أرَْبَ ع ا يَ تَخَيّاَ  أَنْ  وَسَلامَ  عَلَيْهِ  اللّاُ  صَلاى النابُِّ  فأَمََرهَُ  مَعَهُ،  

] ٢/٤٢٦ ت الترمذي سنن عيسى، بن محمد  الترمذي، ] 
 

“Darii I ibnu Umar r.a Se isunguhnya Ghaiilan biin 

Salamah masuk Islam dan iia me impunyaii 10 oang iisteirii yang 

diini ikaii pada masa jahiiliiyah. Keimudi ian mreika beirsama-sama 

iikut masuk Iislam. Maka Nabii me ime iriintahkan keipadanya agar 

me imi iliih eimpat orang saja diiantara meire ika. (H.R. Tiirmi idzii)” 
4 

Ke ihiidupan poliigamii yang paliing utama adalah masalah 

keiadiilan, rumah tangga poliigamii dalam takaran keiadiilan 

meimang tiidaklah mudah. Ke iadiilan meinurut Quraiish Shiihab 

 
4 Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, (Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 

juz 3, h. 435 
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meirupakan kata jadiian darii adiil yang diiambiil darii ‘adl dalam 

bahasa Arab. Kamus-kamus dalam bahasa Arab 

meingiinformasiikan bahwa kata iinii pada mulanya beirartii sama 

diimana peirsamaan iinii di ikaiitkan deingan hal-hal yang be irsiifat 

iimmateiriial. 5 

Ni ilaii ke iadiilan dalam hukum peirkawiinan ajaran IIslam, 

dapat diiartiikan seibagaii pe iriimbangan, seiiimbang (mauzun) 

atau meineimpatkan seisuatu pada posiisii yang seimeistiinya ( 

proporsiional). 6 ke iseii imbangan iini i meincangkup keiseii imbangan 

antar umat manusiia, tiidak diiskriimiinatiif, peinuaiian hak seisuaii 

deingan keiwajiiban yang diie imban. Meiskiipun syarii’at Iislam 

meimbuka peiluang adanya poliigamii, akan teitapii hal te irseibut 

tiidaklah mungkiin manusiia biiasa (basyariiyah) mampu untuk 

meilaksanakannya kareina siifat keite irbatasan yang diimiiliiki i 

manusiia untuk beirbuat adiil teirhadap iistrii-i istriinya dan 

keiluarganya. Hanya para nabii dan rasul yang diibe irii keile ibiihan 

oleih Allah untuk mampu me ilaksanakannya. 7 

Meinurut Sayyiid Quthb juga beirpeindapat bahwa 

poliigamii meirupakan suatu peirbuatan rukhsah. Kareina 

meirupakan rukhsah maka biisa diilakukan hanya dalam 

keiadaan darurat, yang beinar-be inar meindeisak. Keiboleihan iinii 

pun masiih di isyaratkan be irbuat adiil teirhadap iistrii-i istrii. 

 
5 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1996), h 

111. 
6 Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan Islam Dan Undang-

undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Mitra Wacana Media, 

2015). 
7 Ali Imron Uin walisongo, menelaah ulang poligami, vol 11 , no 1, 

2015 
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Ke iadiilan yang diituntut diisiinii te irmasuk dalam biidang nafkah, 

mu’amalah, peirgaulan, seirta peimbagiian malam.8 Jeilas bahwa 

keiadiilan sangat suliit diiteigakkan dalam rumah tangga yang 

beirpoliigamii, kareina keiadiilan hanya meincangkup hal fiinansiial 

e ikonomii.  

Pe irsyaratan yang diiharuskan pada Pasal 5 UU Nomor 1 

Tahun 1974 iiteim 1 dan 2 seicara lahiiriiyah dapat teirukur seicara 

mateimatiis, akan teitapii untuk peirsyaratan iite im 3 ukuran yang 

diigunakan adalah psiiki is yang meimang tiidak mungkiin biisa 

teirukur. Mungkiinkah suamii mampu beirbuat adiil te irhadap 

iistrii-i istrii dan anak-anaknya? Allah Dzat yang meinciiptakan 

alam seimeista teilah meinggariiskan bahwa watak karakteir 

suamii seibagaii manusiia biiasa tiidak mungkiin (wa lan) untuk 

mampu (tastatiì u) biisa beirbuat adiil teirhadap iistrii-i istriinya. 9 

Hal iinii teireikam dalam al Quran surat al-Niisa’ [4] ayat 129: 

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَ عْدِلُوا۟ بَيَْْ ٱلنِ سَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْۖ  فَلَا تََيِلُوا۟ كُلا 
فَ تَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلاقَةِۚ  وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَ ت اقُوا۟ فإَِنا ٱللّاَ كَانَ غَفُور ا ٱلْمَيْلِ  
 راحِيم ا 

“Dan kamu seikalii-kalii tiidak akan dapat beirlaku adiil 

diiantara iistrii-iistriimu, walaupun kamu sangat iingiin be irlaku 

deimiikiian, kareina i itu janganlah kamu teirlalu ceinde irung 

 
8 Khoirudin Nasution. Riba Dan Poligami. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar Dengan Academia, 1996),90. 
9 Ali Imron, Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan, 

vol. 11, 2015. 
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(keipada yang kamu ciintaii), se ihiingga kamu biiarkan yang laiin 

teirkatung katung. Dan jiika kamu meingadakan peirbaiikan dan 

me ime iliihara diirii (darii keicurangan), maka seisungguhnya 

Allah maha peingampun lagii maha pe inyayang” 

Poiin dalam peilaksanaan poliigamii adalah “Keiadiilan” 

jiika suamii mampu beirlaku adiil dan mampu meimbeirii 

keimaslahatan keipada iistrii, maka poliigamii  hukumnya boleih 

jiika meimeinuhii syarat dan keiteintuan. Teitapii jiika praktiik 

poliigamii justru meimbeiriikan keimudharatan dan keimafsadatan 

bagii iistrii, maka hukumnya haram.10 Hukum poliigamii iini i 

seipe irtii hukum meiniikah yang siifatnya diinamiis teirgantung 

pada keimaslahatan seirta keimudharatannya.  

Aki ibat Hukum darii diikabulkannya Putusan Iizi in 

Poliigamii deingan alasan meimbantu calon iistrii yang 

meingalamii trauma peirkawiinan tiidak dapat diiliihat darii aspeik 

peiriiziinan iistrii untuk me ilaksanakan poliigamii. Namun, 

bagaiimana dampak darii poliigamii, tanggung jawab peimohon 

juga aspeik psiikologii.  

Poliigamii de ingan tujuan untuk meimbantu tiidaklah satu-

satunya alteirnatiif dalam peinyeile isaiian, apalagii dalam konteiks 

peirmasalahan psiikologii. Gangguan meintal yang teirjadii 

meirupakan akiibat darii trauma peirkawiinan, lantas bagaiimana 

jiika poliigamii yang teirjadii juga dapat meiniimbulkan trauma 

peirkawiinan pada iistrii yang peirtama?. Iinii bukanlah peirsoalan 

yang mudah untuk peinye ileisaiiannya. Komponein dalam 

 
10 Kholilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat 

Mazhab.  
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keihiidupan beirkeiluarga juga tiidak leipas darii peiran orang tua 

untuk anak-anaknya. Jiika ke iadiilan dalam meimbagii waktu 

tiidak dapat diilaksanakan dan akan meiniimbulkan trauma bagi i 

anak-anaknya, seiharusnya poliigamii tiidak dapat meilahiirkan 

keimaslahatan beirsama. jeilas bahwa poliigamii bukan satu-

satunya peinye ileisaiian dalam peirmasalahan untuk meimbantu 

seise iorang yang meingalamii trauma peirkawiinan. seibagaiimana 

obseirvasii pe inuliis bahwa ke iadiilan tiidak seipeinuhnya dapat 

diirasakan oleih anak-anaknya akiibat darii poliigamii, waktu yang 

teirbatas untuk meimbagii kasiih dan sayang teirhadap dua 

keiluarga dan beibeirapa anak-anaknya sangatlah tiidak mudah 

untuk diilaksanakan.  

Be irdasarkan banyaknya poliigamii yang teirjadii,  aturan 

poliigamii Iindone isiia beirtujuan untuk meinjamiin ke ipastiian 

hukum dalam masyarakat teirutama peireimpuan. Hakiikat 

peiraturan dii Iindone isiia apabiila teilah diibukukan atau 

diiundangkan maka seitiiap warga masyarakat wajiib me ingiikutii 

aturan iitu. Namun, pada ke inyataannya tiidak seimua orang 

dapat meilaksanakan keiwajiiban dan tanggung jawabnya seisuaii 

deingan aturan dan keiteintuan yang ada. kareina banyak seikalii 

yang meinganggap poliigamii hanya seikeidar leigaliitas se iksual, 

dan keiadiilan dii ukur dalam peimeinuhan hak mateirii atau 

peimeinuhan eikonomii. Namun nampaknya lupa bahwa 

manusiia juga meimpunyaii ke ibutuhan psiikiis yang harus juga 

diipe inuhii. 

Poliigamii iinii meimiiliikii beibe irapa hiikmah, yang mana 

hiikmah teirseibut teirkadang baru diiteimukan dan diisadarii ke itiika 
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teilah meileiwatii masalah-masalah yang rumiit dan tiidak biisa 

diike itahuii seicara mutlak. Siitii Musdah Muliia beiranggapan 

adanya tudiingan bahwa poliigamii meirupakan tiindakan 

peileiceihan beintuk martabat kaum peireimpuan, kareina diianggap 

seibagaii meidiia untuk meimuaskan keipuasan lakii-lakii seimata. 

Lakii-lakii yang beirpoliigamii be irartii diia teilah meilakukan tiindak 

keikeirasan atau peini indasan teirhadap hak-hak peireimpuan 

seicara utuh.  Diimana keiadiilan dan hak-hak peire impuan yang 

seiharusnya teirpeinuhii tiidak dapat teirpeinuhii seicara utuh. bahwa 

seisungguhnya adiil dalam poliigamii hampiir tiidak mungkiin 

dapat diilakukan oleih se iorang lakii-lakii, darii se igii mateirii saja 

sangat suliit diilakukan 11 kare ina adiil iitu juga diiliihat darii siisi i 

kualiitas peirhatiian seipe irtii kasiih sayang dan ciinta. Hak 

peireimpuan untuk meindapatkan keihi idupan yang aman dan 

meinjadiikan keiluarga yang sakiinah mawaddah warahmah 

seisuaii de ingan tujuan peirkawiinan tiidak teircapaii. Masiih 

banyak seikalii orang-orang yang iingiin meilakukan poliigamii 

tanpa meimpeirtiimbangkan aspeik-aspeik ke iadiilan seicara 

meinyeiluruh. Padahal dalam aturan peirkawiinan jeilas bahwa 

teirdapat larangan bagii suamii untuk tiidak meinyi ia-nyiiakan 

iistrii, bahkan untuk tiidak me inyiia-nyiiakan mantan iistrii dalam 

aturan laiinnya yang diipe irteigas dalam Al-Qur’an. 

Meinurut peinuliis seiandaiinya dalam peirtiimbangan 

hukumnya Majeiliis Hakiim meinggunakan kaiidah iinii: 

 
11 Siti Hikmah et al., Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan 

Terhadap Perempuan, n.d. 
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ضَرَر ا أعَْظَمُهُمَا رُوعِيَ  مَفْسَدَتََنِ  تَ عَارَضَ  إذَا :الراابعَِة الْقَاعِدَةُ   
صفحة للسيوطي، والنظائر الأشباه لسيوطي،( أَخَفِ هِمَا بَِرْتِكَابِ   

12(٨٧ 
Artiinya: “Keitiika diihadapkan pada dua 

mafsadah(keirusakan) maka tiinggalkan mafsadah yang leibiih 

beisar deingan meingeirjakan yang leibiih riingan”(Imam Asy-

Syuyuthi dalam kitab Al-Asybah wa An-nazhair 89) 

Meinurut peinuliis apabiila meinggunakan kaiidah diiatas 

ada dua keimungkiinan yang diidapat. Peirtama, keimungkiinan 

diike imudiian harii tiimbul konfliik antara iistrii peirtama dan keidua 

tiidak akan teirjadii, seiandaiinya iistrii-i istrii meinganggap dalam 

peimeinuhan hak-haknya beilum biisa adiil. Keidua, seiandaiinya 

peirmohonan poliigamii diitolak, peimohon masiih biisa 

meimbantu calon iistrii keidua tanpa harus meini ikahiinya. Dua 

peirtiimbangan teirseibut leibi ih riingan mafsadahnya. Me inurut 

peinuliis, masiih banyak alteirnatiif laiin untuk meimbantu trauma 

calon iistrii keidua tanpa harus beirpoliigamii. Seilaiin iitu 

keimungkiinan tiimbul konfliik dii keimudiian harii antara iistrii 

peirtama dan iistrii keidua biisa saja teirjadii apabiila salah satu iistrii 

beiranggapan dalam peimeinuhan hak-hak nya beilum biisa adiil. 

Poliigamii hanya jalan teirakhiir seiandaiinya sudah tiidak ada cara 

laiin yang leibiih baiik.  

Ke iseijahteiraan dalam suatu rumah tangga adalah suatu 

kondiisii diinamiis keiluarga diimana teirpeinuhiinya seimua 

 
12 Imam Asy-Syuyuthi, kitab Al-Asybah wa An-nazhair, H 89.  
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keibutuhan fiisiik mateirii, meintal spiiriitual dan sosiial yang 

meimungkiinkan keiluarga dapat hiidup wajar seisuaii de ingan 

liingkungannya seirta meimungkiinkan anak-anak tumbuh 

keimbang dan meimpeiroleih peirliindungan yang diipe irlukan 

untuk meimbeintuk siikap meintal dan keipriibadiian yang mantap 

dan matang seibagaii sumbe ir daya manusiia yang beirkualiitas 

(BKKBN, 2002). 

Te irliihat dalam putusan nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs 

alasan yang diigunakan peimohon untuk meilakukan poliigamii 

adalah alasan untuk me imbantu trauma. Lantas pada 

keinyataannya peimohon seiteilah meiniikah tiidak dapat 

meimeinuhii hak-hak yang seisuaii deingan aturan yang beirlaku, 

seipe irtii hak keiadiilan mateirii, peimbagiian waktu yang mana iistrii 

peirtama hanya meimpunyaii waktu beirsama 1 kalii dalam 

seimiinggu. Tiidak hanya peimeinuhan hak pada iistrii teitapii juga 

keipada anak-anaknya yang masiih meimbutuhkan peiran ayah 

dalam peirtumbuhannya. Jiika peiran ayah tiidak dapat teirpe inuhii 

oleih anak yang masiih meimbutuhkan kasiih sayang dan 

peirhatiian darii seiorang ayah, biisa teirjadii hal-hal yang 

meinyangkut deingan psiikologii seiorang anak. Se ibagaiimana 

wawancara yang peinuliis lakukan pada kasus poliigamii iinii 

bahwa suamii hanya meimbe iriikan jatah waktu satu harii dalam 

seimiinggu keipada iistrii peirtama dan juga anak-anaknya. Iinii 

sudah jeilas bahwa teirjadii ke itiidak seii imbangan antara waktu 

yang diibe iriikan iistrii peirtama dan juga iistrii ke idua.  

Bagaiimana poliigamii meinunjukan teirciiptanya 

keimaslahatan. Jiika masiih te irjadii adanya dampak yang tiidak 



75 
 

 
 

baiik bagii salah satu dalam anggota keiluarganya. Sudah jeilas 

bahwa alasan-alasan yang diidasarkan dalam peirmohonan 

poliigamii tiidaklah meinjadii alasan yang seibeinarnya. Kareina 

diiliihat darii banyaknya poliigamii yang teirjadii tiidak seidi ikiit yang 

meimpunyaii niiat laiin yang tiidak seisuaii de ingan alasan yang 

diiajukan  dalam peirmohonan.  

Jiika meingulas keimbalii banyaknya poliigamii yang 

teirjadii de ingan beirbagaii macam alasan yang tiidak seisuaii dasar 

peiraturan peirundang-undangan diiatas. Teirmasuk pada 

putusan 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. bahwa Undang-undang 

meingeinaii alasan dan syarat-syarat poliigamii yang dii 

diibutuhkan nampaknya hanyalah iiziin darii seiorang iistrii dan 

juga calon iistrii, juga peirtiimbangan darii keisanggupan eikonomi i 

peimohon. Tiidak meinutup ke imungkiinan jiika peimbeiriian iiziin 

poliigamii yang diibe iriikan oleih iistrii peirtama iinii diilatarbeilakangii 

oleih adanya ancaman yang diibe iriikan oleih suamii keipada iistrii 

peirtamanya, seipe irtii adanya ancaman akan diice iraiikan jiika iistrii 

peirtama tiidak meimbeiriikan iizi in poliigamii. Sudah meinjadii hal 

yang pastii jiika adanya suatu peirceiraiian pastii akan beirakiibat 

keipada masa deipan anak. Hal seipe irtii iinii seiriing kalii tiidak 

teirungkap dii dalam peirsiidangan, seirta jiika diitiinjau darii siisii 

psiikologii pe ingabulan iiziin poliigamii iini i meinurut peinuliis justru 

meiniimbulkan geijolak hatii i istrii seibagaii seisama se ibagaii 

seiorang waniita dan mau ataupun tiidak mau, iistrii pastii akan 

meingiiziinkan suamiinya untuk meiniikah lagii kareina 

keiharusannya sii suamii untuk beirtanggung jawab. Dii laiin siisii, 

darii psiikologii calon iistrii ke idua yang meingalamii trauma 



76 
 

 
 

peirkawiinan jiika peirmohonan iiziin poliigamii iinii tiidak 

diikabulkan dapat meini imbulkan  hal-hal laiin yang tiidak dapat 

diike indaliikan. 

Meinurut Syamsu peirkeimbangan adalah peirubahan-

peirubahan yang diialamii oleih iindi iviidu atau organiismei meinuju 

tiingkat keide iwasaannya atau keimatangannya (maturatiion) 

yang beirlangsung seicara siisteimatiis, progreisiif dan 

beirkeisiinambungan, baiik me inyangkut fiisiik (jasmanii) maupun 

psiikiis (rohaniiah). 13 

Masyarakat akan meini ilaii bahwa diikabulkannya 

putusan teirseibut deingan alasan yang kurang meindasar iitu 

pastii akan diikabulkan. Padahal harapannya masyarakat tiidak 

akan mudah dan meinggampangkan dalam meingajukan 

peirmohonan poliigamii ke ipada peingadiilan deingan alasan yang 

tiidak seisuaii deingan Undang-undang yang beirlaku. De ingan 

beigiitu hakiim peingadiilan agama harus beiranii meiliihat kondiisii 

masa kiinii te irhadap peire impuan deingan meine irjeimahkan 

keiteintuannya seicara konteikstual deimii meiwujudkan ke iadiilan 

teirhadap kaum peireimpuan. beirhatii-hatii dan seileiktiif dalam 

meingabulkan maupun meinolak seibuah peirmohonan iizi in 

poliigamii, meingiingat beirbagaii macam dampak yang dapat 

muncul darii adanya poliigamii teirutama pada anak dan iistrii-

iistriinya. Pada dasarnya ke iboleihan dalam poliigamii harus 

diidahuluii oleih alasan-alasan yang logiis, wajar dan rasiional. 

 
13 Ida Umami, “Konsep Dasar Perkembangan Remaja,” Psikologi 

Remaja (2019): 12–30. 
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Poliigamii juga harus diilakukan seibagaii usaha untuk 

meiwujudkan suatu keiadiilan dan peirliindungan ke ipada 

masyarakat seikaliigus untuk keite irtiiban sosiial bukan hanya 

untuk keipe intiingan teirteintu.  

Nampaknya masiih banyak alteirnatiif laiin untuk 

meimbantu calon iistrii ke idua tanpa harus beirpoliigamii. Se ilaiin 

iitu keimungkiinan tiimbul konfliik dii ke imudiian harii antara iistrii 

peirtama dan iistrii ke idua biisa saja teirjadii ke itiika salah satu iistrii 

beiranggapan dalam peime inuhan hak-haknya beilum biisa 

diilaksanakan seicara adiil. Poliigamii hanya jalan te irakhiir 

seiandaiinya sudah tiidak ada cara laiin yang leibiih baiik. 

De ingan diimasukkannya poliigamii ke i dalam peiraturan 

peirundang-undangan, hal iinii meimbuktiikan bahwa keisadaran 

masyarakat akan peintiingnya leigaliisasii dalam ranah keihiidupan 

beirumah tangga seimakiin meiniingkat, khususnya teirkaiit 

deingan kontrol dan peinge indaliian praktiik poliigamii oleih 

peimeiriintah. Sampaii dii siinii, peirsoalan meingeinaii poliigami i 

tampak seipe irtii te ilah teirseileisaiikan. Padahal, beibe irapa fakta dii 

lapangan meinunjukkan bahwa peirsoalan teirseibut masiih 

meinyiisakan banyak seikalii pe irsoalan, mulaii darii budaya 

masyarakat yang tiidak taat hukum, peiraturan peirUndang-

undangan yang diiniilaii peinuh ambiiguiitas, seirta sosiialiisasii 

keipada masyarakat yang kurang meimadaii. hal iinii me inurut 

peinuliis pe irlunya probleim solveir dalam meimpeirkeitat lagii 

peiraturan-peiraturan poliigamii agar masyarakat tiidak mudah 

untuk meiniilaii bahwa poliigamii adalah hal yang mudah 
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diilaksanakan baiik dalam hal meingajukan atau keihiidupan 

seite ilah peirniikahan poliigamii.  

Di isiisii laiin peirtiimbangan hakiim keisadaran seiseiorang 

untuk meilakukan poliigamii juga harus ada, bahwa poliigamii 

tiidak seirta meirta untuk meinjauhii ziina dan poliigamii adalah hal 

yang sangat rumiit untuk diijalankan. Pasalnya keihiidupan 

poliigamii tiidak hanya meinyangkut pada peirsoalan lahiiriiyah 

tapii juga batiiniiyah. Jadii me imaknaii keiadiilan iitu tiidak hanya 

diidasarkan pada keiadiilan meimbeirii  nafkah yang sama tapii 

juga rasa kasiih dan ciinta yang seii imbang seirta peimeinuhan hak 

yang sama yang seisuaii de ingan aturan yang seibe inarnya. 

Kareina tiidak seimua peirmasalah dalam rumah tangga adalah 

poliigamii dalam solusiinya.  

3. Analisis Hukum Perkawinan Indonesia  

Undang-undang peirkawiinan Iindoneisi ia meingatur 

teintang poliigamii dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 te intang 

Peirkawiinan seibagaiimana teilah diiubah deingan UU Nomor 16  

Tahun 2019. Seibagaiimana yang teilah diije ilaskan pasal 3 

Undang-Undang Peirkawiinan, bahwa ada azasnya dalam suatu 

peirkawiinan seiorang priia hanya boleih meimpunyaii se iorang 

iisteirii. Seiorang waniita hanya boleih meimpunyaii seiorang suamii, 

sudah jeilas peirkawiinan dii Iindone isiia meinge ideipankan asas 

monogamii yang meinjadii je ilas bahwa poliigamii bukan bagiian 

tujuan utama dalam peirkawiinan seibagaiimana undang-

undang.  
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Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Teintang peirkwiinan Peingadiilan meimbeiriikan iiziin ke ipada 

seiorang suamii  yang akan be iriistrii leibiih darii se iorang apabiila:  

4) Iistrii tiidak dapat meinjalankan keiwajiibannya 

seibagaii seiorang iistrii. 

5) Iistrii meindapat cacat badan atau peinyakiit yang 

tiidak dapat diiseimbuhkan. 

6) Iistrii tiidak dapat meilahiirkan keiturunan. 

Meiliihat alasan meimbantu calon iistrii meirupakan alasan 

yang tiidak teirtuang dalam pasal dii atas iinii sudah jeilas bahwa 

alasan meimbantu bukan alasan yang meindasar untuk 

meilakukan poliigamii. jeilas undang-undang dii atas meimpunyaii 

keikuatan hukum yang teipat namun banyak seikalii dii multii 

tafsiirkan seihiingga alasan-alasan yang diiajukan meinjadii dasar 

alasan poliigamii sangat beiragam dan tiidak meindasar seisuaii 

deingan undang-undang diiatas.  

Se idangkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Teintang Peirkawiinan Peingadiilan Agama dapat 

meimbeirii i iziin keipada seiorang suamii untuk beiriistrii leibiih darii 

seiorang apabiila diikeihe indakii oleih piihak-pi ihak yang 

beirsangkutan. Seibagaiimana pada syarat iini i diiseibut se ibagaii 

syarat kumulatiif .   

Pada reialiitasnya peirkara pe irmohonan iiziin poliigamii 

deingan alasan meimbantu meimang iistrii meimbeiriikan iizi in 

seisuaii de ingan keiteintuan peirsyaratan yang beirlaku, akan teitapii 

iistrii meimbeirii i iziin keipada peimohon untuk meilakukan 
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poliigamii tiidak dapat diipungkiirii teirjadiinya  peirseitujuan 

meingalamii proseis yang sangat panjang dan juga alasan-alasan 

yang sudah diipeirtiimbangkan.  Jeilas bahwa tiidak seirta meirta 

seiorang iistrii dapat meingiizi inkan suamii se icara langsung untuk 

meilakukan poliigamii. Se ilaiin pe irseitujuan juga teirdapat syarat 

untuk meinjamiin ke ihiidupan iistrii dan juga dapat beirlaku seicara 

adiil. Diiliihat darii e ikonomii pe inghasiilan peimohon mampu 

untuk meimeinuhii keibutuhan i istrii dan calon iistrii, namun be ilum 

teintu dalam peilaksanaanya seisuaii de ingan aspeik keiadiilan. 

Seibagaiimana diijeilaskan pada syarat kumulatiif teirdapat dalam 

pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Te intang 

Peirkawiinan, yaiitu: 

1. Adanya peirseitujuan darii iistrii/iistrii-i istrii. Peirseitujuan 

iini i biisa diilaksanakan baiik seicara liisan maupun 

teirtuliis. Jiika iiziin teirseibut diibe iriikan seicara liisan 

maka harus diiucapkan dii deipan Peingadiilan. 

Kompiilasii Hukum Iislam me ingatur bahwa seikaliipun 

pe irseitujuan iistrii teirseibut diibe iriikan seicara teirtuliis, 

namun harus diipe irteigas dii de ipan Peingadiilan. 

2. Adanya keipastiian bahwa suamii mampu meinjamiin 

ke ipeirluan-keipe irluan hiidup iistrii-i istrii dan anak-anak 

meireika. 

3. Adanya jamiinan bahwa suamii akan beirlaku adiil 

teirhadap iistrii-i istrii dan anak-anak meire ika. 

Ke iadiilan meimang sangat suliit untuk diilaksanakan, 

seibagaiimana obseirvasii yang teilah peinuliis lakukan. bahwa 

teirmohon meimang meingiiziinkan peimohon untuk meilakukan 
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poliigamii akan teitapii dalam pe ilaksanaan keihi idupan seiharii-harii 

seite ilah beirpoliigamii pe imohon tiidak dapat beirlaku seicara adiil, 

baiik adiil dalam seigii pe imbagiian waktu, nafkah, maupun ciinta. 

Darii se igii ke iadiilan yang tiidak dapat diipeinuhii yang seicara 

teirus-meineirus akan meini imbulkan peirseiliisiihan,  bahkan biisa 

teirjadii trauma pada teirmohon bahkan dapat beirdampak pada 

psiikologiis anak-anaknya.  

Obseirvasii yang peinuliis lakukan meinunjukan hasiil 

bahwa peimeinuhan hak me injamiin hi idup iistrii pe irtama dan 

anak-anaknya tiidak teirpeinuhii se ibagaiimana meistiinya. Kareina 

peimohon hanya meimbeiriikan waktu satu harii dalam satu 

miinggu untuk iistrii dan anak-anaknya dan leibiih meinghabiiskan 

waktu beirsama iistrii ke iduanya. Iini ilah yang diikatakan bahwa 

peimeinuhan hak tau keiadiilan seibagaiimana teiorii-te iorii diiatasa 

meimang pada reialiitasnya sangat suliit untuk diiteigakkan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KEiSIiMPULAN 

 Be irdasarkan pada uraiian yang teilah peinuliis 

keimukakan dalam bab-bab seibe ilumnya untuk meinjawab 

peirsoalan yang teirdapat pada pokok masalah deingan fakta-

fakta teirkaiit dapat diiambiil ke isiimpulan seibagaii be iriikut:  

Pe irtama, Peirtiimbangan pe irtiimbangan hukum yang 

diigunakan dalam putusan Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs 

teintang peirmohonan iiziin poliigamii kareina iingiin meimbantu 

calon iistrii keidua diikabulkan. Hakiim meimpeirtiimbangkan 

deingan adanya syarat kumulatiif yang sudah teirpeinuhii pada 

pasal pasal 5 ayat 1 UU Pe irkawiinan 1974  dan juga adanya 

iizi in atau keire ilaan darii te irmohon, namun seitiidaknya harus ada 

syarat alteirnatiif yang harus teirpeinuhii satu diiantara tiiga syarat 

alteirnatiif. Seibagaiimana yang diiseibutkan dalam pasal 4 ayat 2 

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Teintang Peirkawiinan dan 

pasal 57 Kompiilasii Hukum Iislam.  

Ke idua, Poliigamii diiliihat darii siisii sosiiologiis dan 

keimaslahatan bagii suamii, iistrii  seirta calon iistrii keidua dan 

anak-anaknya. Tanpa poliigamii pe imohon teitap dapat 

meimbantu calon iistrii ke idua tanpa harus meiniikahiinya.  

De ingan deimiikiian tiidak akan meini imbulkan dampak bagii iistrii 

maupun anak-anaknya kareina peimeinuhan hak-hak yang 

beilum teirpeinuhii. Kareina poliigamii bukan satu-satunya 

alteirnatiif dalam meimbantu calon iistrii yang meingalamii trauma 
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peirkawiinan. Peirmohonan iiziin poliigamii deingan alasan-alasan 

yang tiidak seisuaii deingan aturan yang teirmaktub pada 

Undang-Undang Peirkawiinan Nomor 1 tahun 1974 dan juga 

Kompiilasii Hukum Iislam. Dapat diiliihat mudahnya 

peirmohonan iiziin poliigamii yang dapat diikabulkan de ingan 

alasan-alasan yang tiidak se isuaii Undang-Undang maka 

peirmohonan poliigamii hanya meimbutuhkan iiziin peirse itujuan 

darii iistrii dan calon iistrii.  

B. SARAN 

Adapun saran yang dapat peinuliis beiriikan seiteilah 

meilakukan peineiliitiian dan pe imbahasan atas peirkara Nomor 

1430/Pdt.G/2022/PA.Gs adalah seibagaii be iriikut:  

Untuk peimohon yang iingiin meingajukan peirmohonan 

iizi in poliigamii de ingan alasan i ingiin meimbantu calon iistrii ke idua 

seibaiiknya tiidak meinjadiikan seibagaii daliil atau alasan untuk 

meilakukan poliigamii. Seibab jiika hanya iingiin meimbantu  tiidak 

peirlu harus meiniikahii calon iistrii keidua masiih banyak alte irnatiif 

laiin untuk  meimbantu calon iistrii keidua tanpa harus 

beirpoliigamii. Jiika iingiin beirpoliigamii pahamii konseip adiil yang 

seibe inarnya juga teirkaiit peimeinuhan hak-hak yang seiharusnya 

diipe inuhii agar tiidak meiniimbulkan dampak yang tiidak baiik 

keipada iistrii dan anak-anaknya.  

Untuk majliis hakiim, seibagaii peine igak hukum, hakiim 

dalam meimutuskan suatu pe irkara heindaknya beirpeigang teiguh 

keipada Undang-undang se irta deingan peirtiimbangan-

peirtiimbangn darii se igii sosiiologiis se irta dampak-dampaknya. 
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Kareina pada putusan hakiim biisa meinjadii ceirmiinan 

masyarakat yang iingiin meingajukan peirkara pe iriiziinan 

poliigamii de ingan alasan yang sama dan  masyarakat 

meinganggap mudah dalam pe iriiziinan poliigamii hanya de ingan 

peirseitujuan darii i istrii peirtama tanpa harus adanya alasan-

alasan yang darurat.  

Untuk Peimeiriintah, Peirundang-undangan harus 

diibe iriikan deingan teigas, dan jeilas agar tiidak meiniimbulkan 

multiitafsiir yang tiidak diipahamii masyarakat pada umumnya.  

Untuk  Pe imbaca, kasus dalam putusan iinii tiidak 

diijadiikan tolak ukur mutlak dalam kasus yang sama kareina 

diipe irlukan analiisiis darii be ibe irapa faktor yang meimpeingaruhii. 
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Peiwawancara : Nadi iyah Assakhi iyah (UIiN Wali isongo 
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Iinforman  : Keitua Majeili is  
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Haki im Anggota : SRIiWIiNATY LAIiYA, S.Ag.,M.H. 

Peimbahasan  : Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Gs 

 

Draft Wawancara 

Nadi iyah : Assalamualai ikum Wr Wb, Yth Bpk/Iibu haki im PA 

greisi ik, langsung saja saya di isi ini i i ingi in beirtanya 

beibeirapa hal teirkai it putusan Putusan Nomor 

1430/Pdt.G/2022/PA.Gs. saya sudah meimbaca, 

beirusaha meimahami i dan beibeirapa hal saya peirlu 

meinanyakan untuk meinunjang peinuli isan tugas 



 
 

 

akhi ir saya seimoga Bapak/Iibu beirkeinan meimbantu 

dalam proseis wawancara i ini i.  

Ada beibeirapa peirtanyaan seibagai i beiri ikut :  

1 Alasan bu Haki im meinggunakan dasar hukum dalam 

putusan seibagai i peirti imbangan hukum untuk 

meingabulkan peirmohonan poli igami i iini i?  

2 Peirti imbangan hukum apa yang pali ing meindasar 

untuk meingabulkan peirmohonan i ini i ?  

3 Dalam pasal 4 ayat 2 UU peirkawi inan No 1 tahun 1974 

yang meirupakan syarat alteirnati if dalam peingajuan 

i izi in poliigami i yai itu ada 3. Di i dalam putusan syarat i ini i 

teirpeinuhi i, namun dalam keinyataannya peimohon 

ti idak meingalami i 3 hal yang di iseibutkan dalam alasan 

poli igami i teirseibut. Bagai imana peinjeilasan pada poi in 

peirti imbangan hukum syarat kumulati if dan alteirnati if  

teirpeinuhi i. 

4 Apakah dalam peingabulan peirmohonan i izi in poli igamii 

hanya butuh peirseitujuan i istri i dan calon i istri i seibagai i 

peinguat di ikabulkannya i izi in poli igami i ?  

5 Apakah pada saat meimbuat putusan haki im 

meimpeirti imbangkan dari i aspeik psi ikologii teirmohon 

dan juga anak-anaknya? Meingi ingat alasan yang 



 
 

 

di iajukan peimohon untuk meilakukan poli igami i adalah 

i ingi in meimbiimbi ing  calon iistri i yang meingalami i 

trauma peirkawi inan seibeilumnya.  

6 Meinurut i ibu haki im apakah peirlu adanya reigulasi i 

Undang-Undang untuk meimpeirkeitat peirsyaratan 

poli igami i?   

DOKUMEiNTASIi  

NO  TANGGAL DOKUMEiNTASIi 

1.   

 

2.   

 



 
 

 

3.   

 

 

  



 
 

 

Draft wawancara: 

1. Apakah beinar deingan keiluarga i ibu **** yang teilah 

meilaksanakan poli igami i?  

2. Bagai imana alasan i ibu dalam meimbeiri i i izi in suami i 

untuk meilakukan poli igami i?  

3. Apakah i ibu ti idak khawati ir akan hal-hal yang teirjadi i 

seiteilah peirkawi inan poli igami i nanti i, seipeirti i adanya-

adanya konfli ik ?  

4. Apakah anak dari i i ibu dan bapak meinyeitujui i poli igamii 

yang di ilakukan oleih bapaknya?  

5. Bagai imana keihi idupan i ibu seiteilah teirjadi i poli igami i?  

6. Apakah bapak i ibu dan i istri i keidua ti inggal pada satu 

atap ?  

7. Bagai imana teirkai it peimbagi ian waktu yang di ilakukan?  

8. Bagai imana teirkai it anak, dari i seigi i peirkeimbangan yang 

waktunya ti idak banyak deingan ayahnya?  

9. Bagai imana hubungan i ibu deingan calon i istri i seiteilah 

meini ikah?  

10. Bagai imana hubungan anak i ibu deingan i istri i keidua?  
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